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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum, Wr. Wb. 
 
Sampurasun, 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan 

Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 

2025 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP adalah untuk 

melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja 

tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada 

Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 

3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah.  
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1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), setiap instansi pemerintah dituntut untuk 

mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, 

efektivitas, efisiensi, serta orientasi pada hasil. Good governance tidak 

hanya menjadi pedoman etis dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

tetapi juga merupakan fondasi penting bagi terciptanya pelayanan 

publik yang berkualitas dan pembangunan daerah yang 

berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi pembangunan dilakukan secara terukur dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah 

Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar Instansi Pemerintah 

melakukan Pelaporan terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja. 

Hal ini dilakukan sebagai bentuk Pertanggungjawaban terhadap 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun Rencana yang 

didukung oleh Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) 

baik Nasional maupun Daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu 

bukti tertulis akan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004.  

Untuk memperkuat praktik tata kelola tersebut, pemerintah 

menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). SAKIP berfungsi sebagai kerangka terpadu yang 

menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

program, pengukuran, hingga pelaporan kinerja. Melalui sistem ini, 

setiap perangkat daerah didorong untuk bekerja berbasis kinerja, 

bukan sekadar menjalankan aktivitas. Dengan demikian, hasil 
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pembangunan dapat dinilai secara lebih objektif, efisien, serta sesuai 

dengan tujuan strategis pemerintah daerah. 

Salah satu produk utama dalam implementasi SAKIP adalah 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau yang 

saat ini dikenal sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

Dokumen ini menjadi media pertanggungjawaban formal yang 

menyampaikan sejauh mana tujuan, sasaran, program, dan indikator 

kinerja telah dicapai dalam satu tahun anggaran. LKjIP tidak hanya 

menggambarkan keberhasilan, tetapi juga menganalisis kendala, 

capaian yang belum optimal, serta rekomendasi perbaikan yang 

diperlukan. Dengan demikian, laporan ini berfungsi sebagai alat 

evaluasi internal dan dasar bagi peningkatan kualitas perencanaan 

dan penganggaran di tahun berikutnya. 

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Purwakarta memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian 

visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, 

penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan langkah 

penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan 

telah selaras dengan arah kebijakan daerah serta memberikan 

kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Melalui pelaporan kinerja yang sistematis dan akuntabel, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Purwakarta dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas 

pelaksanaan tugasnya sekaligus memperkuat budaya kerja yang 

berorientasi pada hasil. 

Dengan demikian, penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tidak 

hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi juga menjadi instrumen 

penting dalam meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kinerja 

organisasi, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan 

yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 
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1.2. LANDASAN HUKUM 

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Purwakarta berlandaskan pada: 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Bupati 

Purwakarta Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 9); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2025 – 2029; 

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2022 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 153 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di 

Kabupaten Purwakarta; 

12. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 

43); 

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2023 Tentang 

Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta; 
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14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 Tentang 

Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja; 

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang 

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

 

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Aspek strategis merupakan faktor-faktor utama yang memengaruhi 

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan. Aspek-aspek ini menjadi dasar dalam merumuskan arah 

kebijakan, strategi, serta prioritas program yang akan dilaksanakan dalam 

rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta. 

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu merupakan ujung tombak pelayanan, pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaku usaha dan investor. Posisi ini menjadikan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran 

kunci dalam menjembatani hubungan yang terjadi antara Pemerintah 

Daerah dengan investor, termasuk di dalamnya interaksi pembangunan 

dimana partisipasi dan keterlibatan masyarakat perlu didorong 

pertumbuhannya dan dikedepankan demi mencapai terwujudnya 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta ke dalam kriteria Good Governance pada 

umumnya, dan demi tercapainya Visi dan Misi pembangunan yang 

dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada khususnya. 

Aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu pada Tahun 2025 meliputi berbagai kondisi internal dan eksternal 
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yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Aspek tersebut, antara lain: 

1. KONDISI INTERNAL 

Kondisi internal menggambarkan kapasitas organisasi dalam 

menjalankan tugasnya. Analisis ini mencakup kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weaknesses) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan antara lain: 

a) Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penting dalam 

mendukung pencapaian kinerja organisasi. Pada tahun 2025 jumlah 

aparatur yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu sebanyak 87 orang yang tersebar pada jabatan 

struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Staf, PTT 

dan Pegawai Harian Lepas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 

 Tabel 1.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1. Laki-laki       46 52,87 

2. Perempuan        41 47,13 

JUMLAH 87 100 

    Sumber : data diolah DPMPTSP, 2025 

 

 

 

 



 

7 

 
 

Tabel 1.2 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 

 

No Status Kepegawaian Jumlah Persentase 

1. Pegawai Negeri Sipil     

  -     Pejabat Struktural 3 3,45% 

  -     Pejabat Fungsional 18 20,69% 

  -     Pelaksana 17 19,54% 

2. PPPK 7 8,05% 

3. Non ASN     

  -     PTT 4 4,60% 

  -     THL 38 43,68% 

JUMLAH 87 100 

  Sumber : data diolah DPMPTSP, 2025 
 

Tabel 1.3 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

 

No Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah % 

1. Pasca Sarjana 9 10,71 

2. Sarjana 44 48,81 

3. Diploma IV 1 1,19 

4. Diploma III 2 2,38 

5. Diploma I 1 1,19 

6. SMA 29 34,52 

7. SMP 0 0,00 

8. SD 1 1,19 

JUMLAH 87 100 

 Sumber : data diolah DPMPTSP, 2025 
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Tabel 1.4  
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 

 

No Golongan A B C D E Jumlah % 

1. Golongan I - - - - - - - 

2. Golongan II - - 1 3 - 4 10,52 

3. Golongan III 12 2 3 10 - 27 71,05 

4. Golongan IV 2 4 1 - - 7 18,42 

Jumlah 38 100% 

       Sumber : data diolah DPMPTSP, 2025 

 

b) Sarana dan Prasarana 

Pelayanan penanaman modal merupakan salah satu aspek penting 

dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana yang 

memadai menjadi faktor pendukung utama dalam menunjang kelancaran 

pelayanan kepada para investor, baik domestik maupun asing. 

1. Sarana Pelayanan 

Sarana pelayanan penanaman modal mencakup semua fasilitas yang 

digunakan secara langsung dalam proses pelayanan. Beberapa di antaranya 

meliputi: 

• Loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

PTSP berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan perizinan 

usaha, yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dari instansi 

terkait. Sarana ini biasanya dilengkapi dengan meja pelayanan, sistem 

antrean elektronik, serta petugas front office yang siap memberikan 

informasi kepada investor. 

• Peralatan Teknologi Informasi 
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Termasuk komputer, printer, scanner, dan perangkat jaringan yang 

menunjang proses digitalisasi layanan. Keberadaan sistem informasi 

manajemen penanaman modal memudahkan proses pengajuan izin 

secara online, verifikasi data, hingga pelacakan status permohonan. 

• Layanan Konsultasi Investasi 

Tersedia ruang konsultasi dengan tenaga ahli atau petugas yang 

memahami regulasi penanaman modal, proses perizinan, potensi 

investasi, dan insentif fiskal. Sarana ini penting untuk memberikan 

pendampingan dan penjelasan secara langsung kepada investor. 

• Papan Informasi dan Display Digital 

Sarana ini menampilkan informasi penting seperti alur pelayanan, 

persyaratan izin, dan update kebijakan terbaru yang membantu 

investor memahami proses dengan lebih cepat dan tepat. 

2. Prasarana Pendukung 

Prasarana merupakan fasilitas fisik dan struktural yang menunjang 

terselenggaranya pelayanan, meliputi: 

• Gedung Mal Pelayanan Publik dan Teras Madukara sebagai Ruang 

Kantor Pelayanan 

Gedung yang representatif, nyaman, dan mudah diakses menjadi 

prasyarat penting untuk pelayanan penanaman modal. Ruangan 

didesain dengan zona publik dan zona kerja internal yang terpisah 

untuk menjaga kenyamanan dan keamanan data. 

• Ruang Tunggu 

Dilengkapi dengan kursi yang nyaman, AC, media informasi (seperti 

TV atau brosur), serta Wi-Fi gratis, ruang tunggu yang baik 

menciptakan suasana yang ramah bagi investor. 

• Aksesibilitas 

Prasarana jalan masuk, area parkir, fasilitas ramah disabilitas, dan 

toilet umum yang bersih merupakan bagian dari pelayanan prima 

yang mendukung kemudahan bagi semua kalangan. 

• Keamanan dan Kebersihan 
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Petugas keamanan dan kebersihan berperan menjaga kenyamanan 

lingkungan pelayanan. Fasilitas seperti CCTV, sistem alarm 

kebakaran, dan jalur evakuasi darurat juga termasuk dalam aspek 

keselamatan yang wajib tersedia. 

 

3. Pengembangan dan Modernisasi Sarana Prasarana 

Untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investor, 

DPMPTSP sebagai instansi penyelenggara pelayanan penanaman modal 

telah melaksanakan: 

• Digitalisasi Layanan 

Dengan mengembangkan aplikasi layanan perizinan berbasis web dan 

mobile untuk mempermudah pengajuan izin tanpa harus datang 

langsung. 

• Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi 

Melalui pelatihan petugas, penggunaan sistem Artificial Intelligence 

(AI) untuk analisis investasi, serta pengembangan sistem integrasi 

antar-instansi. 

• Kolaborasi dengan Instansi Terkait 

Dalam rangka mewujudkan pelayanan satu pintu yang efisien dan 

menyeluruh. 

Tabel 1.5 
Data Sarana dan Prasarana 

 

NO NAMA BARANG JUMLAH 

I TANAH DAN BANGUNAN  

1 - Tanah 1.259M2 

2 - Bangunan 2 Unit 

II ALAT BESAR  

1 - Pompa Air 2 

2 -  Genset 1 

III KOMPUTER  

1 - Local Area Network (LAN) 2 

2 - P.C Unit 92 

3 - Lap Top 10 

4 - Note Book 6 

5 - Personal Komputer lainnya 2 

6 - CPU (Peralatan Mainframe) 1 
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NO NAMA BARANG JUMLAH 

7 - Hard Disk 2 

8 - Scanner  10 

9 - Printer (Peralatan Personal Komputer) 54 

10 - Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3 

11 - Peralatan Personal Komputer lainnya 3 

12 - Server 3 

13 - Hub 1 

14 - Peralatan Jaringan lainnya 1 

IV KENDARAAN DINAS 13 

1 - Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 8 

2 - Sepeda Motor 6 

3 -   

V ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 6 

1 - Gergaji 4 

2 - Global Positioning System 1 

3 - alat ukur universal lainnya (dst) 1 

VI ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 241 

1 - Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 1 

2 - Mesin Ketik Listrik 3 

3 - Mesin Hitung Elektronik/Calculator 5 

4 - Mesin Penghitung Uang 1 

5 - mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst) 1 

6 - Lemari Besi/Metal 6 

7 - Lemari Kayu 4 

8 - Rak Besi 9 

9 - Rak Kayu 4 

10 - Filing Cabinet Besi 12 

11 - Lemari Kaca 3 

12 - Alat Penyimpanan Kantor lainnya 1 

13 - Papan Visual/Papan Nama 2 

14 - Alat Penghancur Kertas 2 

15 - Mesin Absensi 1 

16 - Display 1 

17 - Meja Kerja Kayu 6 

18 - Sice 2 

19 - Meja Rapat 3 

20 - Meja 1/2 Biro 12 

21 - Kursi Rapat 20 

22 - Kursi Tamu 8 

23 - Bangku Sekolah 20 

24 - Bangku Tunggu 46 

25 - Kursi Lipat 20 

26 - Meja Komputer 15 

27 - Sofa 6 

28 - Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 

29 - Lemari Es 3 

30 - A.C. Split 20 

31 - A.C Sentral 6 
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NO NAMA BARANG JUMLAH 

32 - Televisi 5 

33 - Sound System 2 

34 - Mic Conference 1 

35 - Unit Power Supply 7 

36 - Camera film 1 

37 - Tangga Aluminium 2 

38 - Dispenser 7 

39 - Handy Cam 0 

40 - Alat Rumah Tangga Lain-lain 2 

41 - Alat Pemadam/Portable 4 

42 - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 8 

43 - Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 12 

44 - a A.C Lainnya 1 

VII ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR  

1 - Uninterruptible Power Supply (UPS) 3 

2 - peralatan studio audio lainnya (dst) 3 

3 - Layar Film/Projector 2 

4 - Telephone (PABX) 2 

5 - Wireless Amplifier 1 

      Sumber : data diolah DPMPTSP, 2025 

 

c) Sumber Daya Anggaran Pada Periode Tahun 2025 

Sumber Daya Anggaran DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Periode 

Tahun 2025 berdasarkan penetapan pagu indikatif pada dokumen 

RPJMD Kabupaten Purwakarta dilakukan sebagai langkah awal dalam 

proses perencanaan dan penganggaran untuk memberikan gambaran 

kapasitas belanja daerah yang tersedia bagi setiap perangkat daerah. 

Besaran pagu indikatif digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang selanjutnya akan 

dibahas dan disesuaikan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). 

Pagu anggaran dapat mengalami perubahan seiring dengan 

dinamika kebijakan fiskal, penyesuaian pendapatan daerah, serta hasil 

pembahasan antara TAPD dan DPRD. Pada tahun 2025 kebijakan 

anggaran berimplikasi terhadap perubahan anggaran pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada Bulan Maret 
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terjadi persegesar anggaran dan pada Bulan Juli ditetapkan perubahan 

anggaran. 

Tabel 1.6 

Sumber Daya Anggaran Tahun 2025 

No Program / Kegiatan 

Kerangka Anggaran 
 

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  
 

         13.146.458.566,00   14.505.498.044,00     13.579.420.235,00   

I 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

         12.017.911.666,00    13.352.098.144,00       13.097.186.910,00  
 

1 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

               52.437.000,00           52.437.000,00             43.487.400,00  

 

2 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

           7.512.759.615,00      7.956.946.093,00         8.085.784.459,00  
 

3 

Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

               20.000.000,00           20.000.000,00             19.980.000,00  
 

4 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

              210.000.000,00         353.612.000,00            226.610.000,00  
 

5 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

              682.000.000,00         708.788.000,00            462.672.000,00  
 

6 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

              205.000.000,00         301.483.851,00            296.873.851,00  

 

7 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

           2.883.315.051,00      3.225.431.200,00         3.275.429.200,00  
 

8 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

              452.400.000,00         733.400.000,00            686.350.000,00  

 

II 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN MODAL 

              109.999.900,00         159.999.900,00             58.054.925,00  
 

1 

Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Dibidang 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

               60.000.000,00         110.000.000,00             14.702.000,00  

 

2 

Pembuatan Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

               49.999.900,00           49.999.900,00             43.352.925,00  
 

III 
PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

              152.500.000,00         252.500.000,00             99.180.000,00  
 

1 

Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

              152.500.000,00         252.500.000,00             99.180.000,00  

 

IV 

PROGRAM PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

              155.000.000,00         215.000.000,00            103.486.900,00  
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No Program / Kegiatan 

Kerangka Anggaran 
 

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  
 

1 

Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Secara Terpadu Satu 

Pintu dibidang Penanaman 
Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota 

              155.000.000,00         215.000.000,00            103.486.900,00  

 

V 

PROGRAM PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 
MODAL 

              585.147.000,00         350.000.000,00            108.027.500,00  
 

1 

Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

              585.147.000,00         350.000.000,00            108.027.500,00  

 

VI 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN 

MODAL 

              125.900.000,00         175.900.000,00            113.484.000,00  

 

1 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan dan Non 
Perizinan yang Terintegrasi 
pada Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

              125.900.000,00         175.900.000,00            113.484.000,00  

 

Sumber : DPMPTSP 2025 

 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis 

yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada 

tahun 2025, adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Kerja Setelah Penyederhanaan Birokrasi 

Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan 

struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem 

kerja yang lebih agile (lincah) dan dinamis yang didukung dengan 

pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang optimal. 

Sebagai pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan ASN, 

telah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No 7/2022 tentang 

Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB No. 

6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Peraturan 

Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta. 
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2. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

3. Penggunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko / Online 

Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). 

4. Penggunaan Aplikasi Gawai Administrasi Perizinan Online 

(GASPOL) dan MPP Digital untuk memproses perizinan yang belum 

diakomodir dalam OSS RBA. 

5. Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara dan Gerai 

Pelayanan Publik Teras Madukara. 

6. Keberadaan Kabupaten Purwakarta dengan Kota Jakarta, 

Bandung dan Cirebon menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai 

segitiga emas jalur investasi dan wisata. 

7. Potensi investasi skala mikro, kecil, menengah hingga besar masih 

terbuka lebar. 

 

2. KONDISI EKSTERNAL 

Kondisi eksternal mencakup peluang (opportunities) dan tantangan 

(threats) yang muncul dari lingkungan di luar organisasi dan 

berpotensi mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor-faktor tersebut meliputi: 

a) Kebijakan nasional maupun daerah yang berdampak pada urusan 

perangkat daerah. 

b) Perkembangan sosial, ekonomi, dan demografi, termasuk 

kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan publik. 

c) Perkembangan teknologi, yang dapat mendukung inovasi 

pelayanan. 

d) Dinamika lingkungan strategis, seperti kondisi keamanan, isu 

lintas sektor, perubahan regulasi, dan faktor eksternal lainnya. 

e) Kolaborasi dan kemitraan dengan instansi lain, sektor swasta, 

dan masyarakat. 
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3. ISU STRATEGIS 

Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 adalah :  

1. Perkembangan Politik dan Ekonomi Dunia  

Kabupaten Purwakarta yang mempunyai hubungan ekspor 

penting ke Amerika Serikat (sektor tekstil, alas kaki, karet, 

elektronik, dan pertanian) akan terkena dampak dari kebijakan 

Amerika Serikat terkait penetapan tarif resiprokal, tarif resiprokal 

(reciprocal tariffs) adalah kebijakan di mana suatu negara 

menetapkan tarif impor yang setara dengan tarif yang diterapkan 

negara mitra dagangnya. Amerika Serikat, terutama sejak 

pemerintahan Trump hingga kini, semakin menekankan prinsip 

"fair and reciprocal trade" — perdagangan adil dan resiprokal — 

sebagai strategi proteksionis untuk mengurangi defisit 

perdagangannya. 

2. Terbatasnya anggaran untuk pelayanan publik 

Ditengah efisiensi anggaran, DPMPTSP mengampu urusan 

penanaman modal,  uga bertanggung jawab sebagai pengelolan 

Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara sebagai tempat 

pelayanan publik bagi masyarakat.  Sebagai pelayan masyarakat 

kami berkomitmen untuk menjalankan pelayanan akhir pekan 

(sabtu dan minggu). 

3. Regulasi sentralisasi perizinan berusaha 

Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) 

menuntut daerah melakukan pengawasan terhadap perizinan 

yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah 

provinsi.  

4. Tingginya Upah Minimum Kabupaten 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purwakarta tahun 2025 

ditetapkan sebesar Rp. 4.792.252,92, naik 6,5% atau Rp. 292.484 

dari UMK tahun 2024, kenaikan ini berlaku mulai 1 Januari 2025 

dan ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu 
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tahun. UMK Kabupaten Purwakarta hambatan baik bagi pelaku 

usaha eksisting maupun calon investor baru di Kabupaten 

Purwakarta. 

 

      TINDAK LANJUT SAKIP 

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja 

a. Telah dilaksananakan evaluasi terhadap kebijakan dalam 

penetapan tujuan, sasaran dan target organisasi pada dokumen 

Indikator Kinerja Utama (IKU)  dengan memenuhi kriteria SMART, 

serta mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan Program 

Nasional maupun regional yang akan dialokasikan diwilayah 

Kabupaten Purwakarta dengan tetap mengantisipasi dan 

mengendalikan faktor risiko yang akan muncul, didukung 

dokumen evaluasi renstra periode sebelumnya, Dokumen Renstra 

Tahun 2025-2029 dan DOkumen Manajemen Risiko 

b. Dalam penetapan dokumen Renstra Tahun 2025-2029, Kepala 

DPMPTSP telah memerintahkan kepada seluruh pejabat yang 

bertindak selaku pengampu pelaksana progam/ kegiatan/ Sub 

kegiatan, agar dalam melaksanakan proses penetapan target 

(output/ outcome) dalam dokumen perencanaan harus memenuhi 

kriteria SMART 

c. Telah disusun perjanjian kinerja Pimpinan tertinggi (Bupati), 

Pimpinan Perangkat daerah, Pejabat Administrator, Pejabat 

Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional  

 

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja 

a. Telah dibuat dokumen rencana aksi pengembangan iklim 

penanaman modal tahun 2025. 

b. Telah dibuat penyusunan standar perhitungan/ rumusan yang 

jelas dalam penetapan target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan, 

dengan memperhatikan angka capaian pada tahun sebelumnya. 
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3) Sistem Pelaporan Kinerja 

a. Telah dilaksanakan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi dari 

Tim Reviu APIP sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Reviu 

Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor : 

700.1.2.1/533/Inspt-Irban III/2025 tanggal 14 April 2025. 

 

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal  

a. Penyempurnaan terhadap kekurangan yang ditemukan dengan 

mempedomani ketentuan mekanisme yang telah diatur pada 

Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang Pedoman 

Evaluasi Akuntabilitas, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas 

kami selalu menjunjung aspek 3E (Ekonomis, Efektivitas dan 

Efesien) kinerja organisasi. 

b. Telah direncanakan diklat baik daring maupun luring terhadap 

semua personil jabatan fungsional dalam lingkup DPMPTSP 

(Perencana, Analis SDM Aparatur, Kasubag Keuangan, Penata 

Perizinan, Penata Kelola Penanaman Modal) 

 

1.4. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) adalah salah satu perangkat  daerah  yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 

Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purwakarta. 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan 

Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu;   

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu;  

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

 

Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu, meliputi: 

a. Pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri atas: 

1. Deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, 

dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan 

perundang-undangan terkait penanaman modal, pemberian 

fasilitas/insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, 

serta penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan 

perundang-undangan terkait penanaman modal; 

2. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di 

daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang 

penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana 

penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya 

secara elektronik; dan 

3. Pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku 
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usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan 

pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan 

persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang 

seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman 

modal. 

 

b. Promosi penanaman modal : 

1. Perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan 

minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi; 

2. Penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan 

strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

promosi; 

3. Kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi 

promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi; dan 

4. Koordinasi promosi di tingkat pemerintahan pusat dan 

pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan promosi. 

c. Pelayanan Penanaman Modal 

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan 

nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi dan validasi 

perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan; 

3. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi 

perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan; 

4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap 

pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan; 

5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan; dan 

6. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan. 

d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal: 

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi 

Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya; 

2. Bimbingan  Teknis  kepada  Pelaku Usaha; dan 
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3. Pengawasan  penanaman modal. 

e. Pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha dan 

nonperizinan yang terintegrasi; 

f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan 

penyediaan fasilitas pada MPP; dan 

g. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

 

Adapun susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Keuangan; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Kelompok Jabatan 

Fungsional lainnya. 

Perincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan sebagai berikut: 

 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin DPMPTSP dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan 

Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

1. Penetapan rencana dan program kerja di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

2. Penyusunan dan perumusan kebijakan kebijakan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

5. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu; 
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6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan 

penyediaan fasilitas pada MPP;  

7. Penetapan perizinan dan nonperizinan yang menjadi 

kewenangan dinas; dan 

8. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas 

mempunyai perincian tugas : 

1. Menetapkan rencana, program kerja dan anggaran Dinas sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja DPMPTSP 

dan petunjuk Bupati sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada bawahan 

sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan 

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar 

penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditentukan; 

5. Menyusun dan merumuskan kebijakan Daerah di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 

bahan penetapan kebijakan kepala daerah; 

6. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal agar 

tersusun peta potensi investasi sebagai bahan promosi 

penanaman modal dalam rangka meningkatkan kemitraan dan 

daya saing penanaman modal lingkup daerah;  
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7. Melaksanakan promosi penanaman modal untuk 

menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan 

peluang penanaman modal kepada pemangku kepentingan di 

dalam maupun luar negeri melalui kegiatan pameran, media 

elektronik, media cetak atau sarana promosi lainnya; 

8. Melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan 

nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi 

kewenangan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan 

yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman; 

9. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan 

pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan melalui pendekatan berbasis risiko dan 

kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha/masyarakat; 

10. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan, 

perizinan berusaha dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan 

perizinan terintegrasi secara elektronik sebagai bahan informasi 

dan publikasi; 

11. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan 

penyediaan fasilitas pada MPP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses 

pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman; 

12. Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung pelaksanaan tugas urusan pemerintahan 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

13. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPMPTSP 

setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

14. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan DPMPTSP 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya 

sesuai target kinerja; 
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15. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP dengan cara 

membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang 

akan datang; 

16. Membuat laporan kinerja DPMPTSP berdasarkan data dan hasil 

evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; dan 

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 

 

b. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai 

tugas menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai Fungsi: 

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPTSP; 

2. Pengelolaan administrasi keuangan; 

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

4. Pengelolaan administrasi barang milik daerah; 

5. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu; 

7. Pengelolaan administrasi umum; 

8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 
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9. Penyediaan sarana, tempat/ruang dan/atau fasilitas 

pelayanan pada mpp dan/atau gerai pelayanan publik Teras 

Kecamatan dan/atau Pojok Desa; 

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat dalam 

melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan uraian 

tugas :   

1. Menetapkan rencana dan program kerja Sekretariat 

berdasarkan rencana strategis dan petunjuk pimpinan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja 

Sekretariat dan petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada 

bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penunjang 

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar 

penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditentukan; 

5. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran DPMPTSP 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan 

data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang 

meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, 

pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP 
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sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terwujud tertib administrasi keuangan; 

7. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepegawaian agar terwujud tertib administrasi 

kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam 

mendukung pelaksanaan tugas DPMPTSP; 

8. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah 

yang meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, 

pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan, 

serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi barang milik daerah; 

9. Melaksanakan urusan umum yang meliputi kerumahtanggaan, 

fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi 

dan konsultasi, penatausahaan kearsipan, dukungan 

pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan 

pengelolaan informasi daerah pembantu, berdasarkan 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal; 

10. Melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan 

akuntabilitas kinerja DPMPTSP berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar terwujud reformasi 

birokrasi dan pelayanan publik yang baik, bersih, efektif dan 

akuntabel; 

11. Menyusun laporan kinerja DPMPTSP sesuai dengan arahan 

pimpinan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja 

DPMPTSP yang telah dilakukan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana yang akan datang; 

12. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Sekretariat setiap saat untuk mencapai target kinerja yang 

diharapkan; 
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13. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan 

Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan 

dan hasilnya sesuai target kinerja; 

14. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat dengan cara 

membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana 

yang akan datang; 

15. Membuat laporan kinerja Sekretariat berdasarkan data dan 

hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; dan 

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi. 

 

c. Subbagian Keuangan 

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 

Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan Dinas. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Keuangan mempunyai 

fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas; 

2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;  

3. Pelaksanaan fungsi akuntansi pada DPMPTSP;  

4. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;  

5. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;  

6. Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan 

/semesteran; dan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis 

realisasi anggaran;  
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Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Subbagian 

Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

dengan uraian tugas: 

1. Menetapkan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan 

berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk pimpinan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja Sekretariat 

dan petunjuk Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

3. Membagi dan memberi petunjuk tugas administrasi keuangan 

kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan administrasi 

keuangan berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya 

berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditentukan;  

5. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang 

Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang 

(TU)/Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

6. Memeriksa rancangan Surat Perintah Membayar (SPM) 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur 

sebagai bahan penetapan;  

7. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran beserta kelengkapannya berdasarkan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan 

pengesahan;  

8. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP 

berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan 

sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;  
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9. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian 

Keuangan setiap saat untuk mencapai target kinerja yang 

diharapkan;  

10. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Subbagian 

Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan 

dan hasilnya sesuai target kinerja;  

11. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan dengan 

cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang 

akan datang;  

12. Membuat laporan kinerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan 

data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan  

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.  

 

d.   Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas secara fungsional sesuai dengan literatur 

jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Jabatan fungsional yang ada di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

 

1. Kelompok JF Perencana, Kelompok JF Analis Sumber Daya 

Manusia Aparatur, dan Kelompok JF Lainnya mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah. 

2. Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal 

Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jabatan Fungsional 

Penata Kelola Penanaman Modal merupakan jabatan fungsional 
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teknis tertentu di bidang penanaman modal, yang memiliki 

tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi, dan pengembangan kegiatan penanaman modal secara 

professional. 

Tugas Pokok PKPM melaksanakan kegiatan teknis di bidang 

penanaman modal yang meliputi: 

a. Perencanaan Penanaman Modal, seperti identifikasi potensi 

daerah, penyusunan rencana promosi investasi, dan pemetaan 

sektor unggulan. 

b. Fasilitasi dan Promosi, termasuk penyusunan profil investasi, 

pelaksanaan kegiatan promosi, temu bisnis, dan pelayanan 

konsultasi kepada investor. 

c. Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan, mendukung proses 

teknis penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-

RBA). 

d. Pengendalian dan Pengawasan, melaksanakan pemantauan 

realisasi investasi (LKPM), pelaporan, serta verifikasi data 

kegiatan usaha. 

e. Evaluasi dan Pengembangan, menyusun rekomendasi 

kebijakan dan inovasi dalam mendukung kemudahan 

berusaha dan peningkatan iklim investasi. 

3. Kelompok JF Penata Perizinan 

Kelompok JF Penata Perizinan mempunyai tugas melaksanakan 

penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan 

nonperizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria. dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Jabatan Fungsional Penata Perizinan adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang pelayanan 

perizinan dan non-perizinan secara profesional. Jabatan ini sangat 

krusial dalam konteks pelayanan publik yang cepat, transparan, 

dan berbasis digital. 

Tugas Pokok Penata Perizinan 
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Melaksanakan pemberian layanan perizinan berusaha dan non-

perizinan secara sistematis, meliputi: 

a. Penerimaan dan Verifikasi Permohonan, termasuk 

kelengkapan administrasi, dokumen persyaratan, dan 

keabsahan data pemohon. 

b. Analisis Teknis Dokumen Perizinan, baik berbasis risiko (OSS-

RBA) maupun perizinan sektoral. 

c. Fasilitasi dan Koordinasi, dalam proses perizinan dengan 

instansi teknis atau sektor terkait. 

d. Penerbitan dan Penolakan Izin, sesuai hasil verifikasi dan 

pemenuhan standar pelayanan. 

e. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan, termasuk asistensi 

penggunaan sistem OSS. 

f. Pemantauan dan Evaluasi, terhadap efektivitas proses dan 

kepatuhan pelaku usaha. 

 

4. Kelompok Jabatan Penata Kehumasas 

Tugas umum Penata Kehumasan: 

a. Mengelola komunikasi publik instansi 

b. Hubungan media (press release, konferensi pers) 

c. Pengelolaan informasi dan publikasi 

d. Pengelolaan citra dan reputasi instansi 

e. Krisis komunikasi 

 

5. Kelompok Jabatan Pelaksana  

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, 

Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan.  
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Gambar 1.1 
Bagan Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Sumber : DPMPTSP 2025 

                       

              

1.5. SISTEMATIKA  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dibuat dengan 

sistematika yang terdiri atas: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic 

issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar 

hukum dan sistematika. 

 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada Bagian ini dijelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, 

Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran  

secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang 

bersangkutan sebagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala 

Daerah. 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi 

Anggaran. 

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja 

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian 

kinerja sebagai berikut:  

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;  

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;  

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis (Renstra) organisasi;  

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;  

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;  

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;  

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.  

 

B. Realisasi Anggaran  

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja 

 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya 

 

LAMPIRAN 
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2.1. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen 

perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Pada tahun pelaporan 2025, 

penyusunan dan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mengalami 

penyesuaian sebagai dampak dari adanya perubahan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah, yaitu peralihan dari Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 

menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029. 

Perubahan dokumen perencanaan tersebut membawa implikasi 

terhadap arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Purwakarta perlu melakukan penyesuaian Rencana 

Strategis agar tetap selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala 

Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 

2025–2029, tanpa mengabaikan kesinambungan program dan kegiatan 

yang telah direncanakan dalam RPD 2024–2026. 

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 

2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2024-2026. 

BAB II. 

PERENCANAAN KINERJA 
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Dokumen rencana strategis ini merupakan pedoman penyusunan 

rencana kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan serta 

penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Purwakarta sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra 

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sejalan dengan Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD).  Rencana strategis ini memuat visi dan misi 

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan serta sasaran. 

Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan 

pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan. 

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan 

dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI: 

   "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL 

KARIMAH" 

MISI : 
Misi 1:  

Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan 

Berakhlakul Karimah 

Misi 2: 

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas 

Lingkungan Hidup 

Misi 3:  

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya 

Saing dan Berbasis Potensi Lokal 

Misi 4:  

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan 

Wilayah 

Misi 5:  

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang 

Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian 

Terhadap Masyarakat. 
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Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka 

ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun 

waktu hingga tiga tahun ke depan. Tujuan adalah merupakan sesuatu 

yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, 

realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai 

dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh 

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang dalam 

dokumen RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 dan Renstra 

DPMPTSP tahun 2024-2026 pada Misi Ketiga dan Kelima yaitu: 

Misi Ketiga  

Tujuan:  

Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian 

Masyarakat. 

Sasaran:  

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan 

Perindustrian. 

Strategi:  

Membangun Iklim Investasi yang Kondusif dan Berkualitas. 

Indikator:  

Mningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN 

 

Misi Kelima  

Tujuan:  

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan 

Akuntabel. 

Sasaran:  

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.  

Strategi:  

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat 

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan 

SPBE.  
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Indikator:  

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat. 

Tabel 2.1 

Tujuan dan Sasaran berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 

No Misi Tujuan  Sasaran Strategis 

1 2 3 4 

1. Misi III: Meningkatkan 

Perekonomian Masyarakat Yang 
Berdaya Saing dan Berbasis 
Potensi Lokal 

 

Meningkatkan 

Pertumbuhan dan 
Daya Saing 
Perekonomian 

Masyarakat  

Meningkatnya 

Pertumbuhan Investasi 
dan Usaha Perdagangan 
dan Perindustrian. 

2. Misi V: Mewujudkan 

Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Yang Efektif, Efisien, 
Bersih dari KKN dan Memiliki 

Kepedulian Terhadap 
Masyarakat 

Mewujudkan Tata 

Kelola Pemerintahan 
yang Baik, Bersih, 
Efektif dan Akuntabel. 

 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Publik dan 
Kepuasan Masyarakat 
terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 
melalui penerapan SPBE.  
 

 

Tabel 2.2 
Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target 

Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2024-2026 

No Tujuan  
Sasaran 

Strategis 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Satuan 
Target Kinerja 

2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 
1. Meningkatkan 

Pertumbuhan 

dan Daya 
Saing 
Perekonomian 

Masyarakat  

Meningkatnya 
Pertumbuhan 

Investasi dan 
Usaha 
Perdagangan 

dan 
Perindustrian. 

Nilai 
Realisasi 

PMA dan 
PMDN 

Rp. 
Triliun 

6,73 7,2 7,7 

2. Mewujudkan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 

yang Baik, 
Bersih, Efektif 

dan 
Akuntabel. 
 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Publik dan 

Kepuasan 
Masyarakat 

terhadap 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 

Daerah melalui 
penerapan 
SPBE.  

 

Capaian 
SAKIP  

Predikat A A A 

Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat 

Predikat Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
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MISI 

Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, 

unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak 

yang baik” 

Misi II : “Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan 

dasar yang berkarakter dan merata di seluruh wilayah, meningkatkan 

kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, serta 

memperkuat ketahanan energi, air dan pangan yang berkelanjutan” 

Misi III: Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan 

ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing. 

Misi IV: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, 

bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, 

efisien dan berbasis digital. 

 

 

2.1.2. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 

Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip kesinambungan pembangunan, efektivitas 

pelaksanaan kinerja, serta keterpaduan antara perencanaan dan 

penganggaran. Perubahan tersebut dapat mencakup penyesuaian 

rumusan visi dan misi, penyelarasan tujuan dan sasaran strategis, serta 

penetapan kembali indikator kinerja utama agar relevan dengan arah 

kebijakan pembangunan daerah yang baru. 

Dengan adanya penyesuaian tersebut, Rencana Strategis Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan tetap 

menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan Kabupaten Purwakarta, khususnya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, urusan penanaman modal, dan 

pelayanan publik pada masa transisi perencanaan tahun 2025. 

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan 

dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 adalah: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

VISI: 

   "PURWAKARTA ISTIMEWA” 
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Misi Terkait DPMPTSP  

Misi 3: Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan 

ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing. 

Tujuan 4: Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim 

investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif 

Sasaran 9: Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas 

perekonomian serta daya saing daerah 

Strategi 20: Membangun Iklim Investasi yang Kondusif 

Arah Kebijakan:  

1. Penguatan iklim investasi yang kondusif serta akses pelayanan 

perizinan yang cepat, mudah diakses dan transfaran 

2. Penyediaan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan 

sektor usaha 

 

Misi 4: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, 

bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, 

efisien dan berbasis digital. 

Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 

yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital 

Sasaran 11: Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan 

reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. 

 

1) Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. 

A. Tujuan 

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang 

akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan 

misi Bupati dan Wakil Bupati, maka tujuan DPMPTSP adalah: 

“Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Daerah Yang Kondusif, 

Kompetitif, Inklusif, Dan Berkelanjutan” 

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu “Meningkatnya 
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Pertumbuhan Dan Produktivitas Perekonomian Serta Daya Saing 

Daerah” sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2025-2029.  

Makna Tujuan  

Makna "iklim penanaman modal daerah yang kompetitif" merujuk pada 

kondisi atau situasi suatu daerah yang menarik, kondusif, dan unggul 

dibandingkan daerah lain dalam hal penanaman modal, baik dari 

investor dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). 

Penjabaran Makna kompetitif: 

1. Kepastian Hukum dan Regulasi yang Jelas 

Terdapat peraturan daerah dan kebijakan investasi yang 

transparan, tidak berbelit, dan konsisten. 

2. Kemudahan Berusaha 

Prosedur perizinan dan pelayanan investasi yang cepat, sederhana, 

dan terintegrasi secara digital (seperti OSS-RBA dan GASPOL). 

3. Insentif dan Fasilitasi Investasi 

Pemerintah daerah menyediakan insentif fiskal/nonfiskal, 

kemudahan lokasi, infrastruktur pendukung, dan fasilitasi 

promosi. 

4. Stabilitas Sosial dan Keamanan 

Daerah yang aman, kondusif secara sosial-politik, dan terhindar 

dari konflik atau hambatan usaha. 

5. Ketersediaan SDM dan Infrastruktur yang Memadai 

Tersedia tenaga kerja kompeten, jalan, listrik, air, dan akses logistik 

yang mendukung efisiensi produksi. 

6. Dukungan Pemerintah Daerah  

Pemerintah proaktif mendorong investasi melalui kebijakan yang 

berpihak dan kemitraan dengan dunia usaha. 

7. Daya Saing Daerah yang Tinggi 

Daerah memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif (lokasi 

strategis, potensi sektor unggulan, kawasan industri). 
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Makna "inklusif" dalam konteks pemerintahan dan pembangunan 

daerah merujuk pada pendekatan yang melibatkan semua pihak tanpa 

diskriminasi, serta memberikan akses yang adil terhadap layanan, 

peluang, dan manfaat pembangunan, terutama bagi kelompok rentan, 

marginal, dan pelaku ekonomi kecil. 

Penjabaran Makna Inklusif: 

1. Tidak Eksklusif 

Semua golongan masyarakat—besar maupun kecil, formal maupun 

informal—dilibatkan dan dilayani secara adil. 

2. Berkeadilan Sosial dan Ekonomi 

Kebijakan dan program dirancang untuk mengurangi ketimpangan, 

memastikan pemerataan manfaat investasi dan pelayanan publik. 

3. Partisipatif 

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memberi 

ruang bagi aspirasi masyarakat luas, termasuk pelaku UMKM, 

perempuan, disabilitas, dan kelompok adat/lokal. 

4. Mencegah Ketimpangan Akses 

Layanan publik, termasuk layanan perizinan dan penanaman 

modal, tidak hanya untuk investor besar, tapi juga mudah diakses 

pelaku usaha kecil dan menengah. 

 

Makna "berkelanjutan" dalam konteks pembangunan dan 

investasi di Kabupaten Purwakarta merujuk pada suatu proses yang 

tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi memastikan 

keberlanjutan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi generasi 

sekarang dan mendatang. “Investasi berkelanjutan” berarti mendorong 

penanaman modal yang ramah lingkungan, memberdayakan 

masyarakat lokal, dan memiliki nilai tambah jangka panjang bagi 

daerah, bukan sekadar mengejar realisasi nominal investasi tahunan. 

Penjabaran Makna Berkelanjutan: 

1. Berorientasi Jangka Panjang 
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Setiap kebijakan atau investasi dirancang tidak sekadar mengejar 

target tahunan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya di masa 

depan. 

2. Menjaga Keseimbangan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan 

3. Efisiensi dan Ketahanan Sumber Daya 

Mendorong penggunaan sumber daya secara bijak (energi, air, 

lahan), serta menjaga agar tidak rusak atau habis. 

4. Tanggung Jawab Antargenerasi 

Generasi saat ini bertanggung jawab menjaga agar generasi masa 

depan tetap memiliki peluang dan sumber daya yang sama atau lebih 

baik. 

5. Adaptif terhadap Perubahan Iklim Investasi dan Risiko Global 

Termasuk investasi hijau, infrastruktur ramah lingkungan, dan 

kesiapan terhadap dinamika ekonomi global. 

 

B. Sasaran  

Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan daerah 

tersebut serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta Tujuan 

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, maka sasaran 

yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta yaitu:  

1) Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal Sebagai Penggerak 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Daya Saing 

Wilayah; dan 

2) Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Serta Pelayanan Penanaman 

Modal Yang Prima. 

Berikut tabel tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD Tahun 2025-

2029: 
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Tabel 2.3 

Tujuan dan Sasaran berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 

No Misi Tujuan  Sasaran Strategis 

1 2 3 4 

1. Misi III: 
Menciptakan iklim investasi dan 
stabilitas keamanan dan 

ekonomi yang kondusif, 
memperluas akses kesempatan 

kerja, serta mendorong 
pertumbuhan ekonomi lokal 
yang berdaya saing. 

 

Meningkatkan Iklim 
Investasi Daerah Yang 
Kondusif, Kompetitif, 

Inklusif, Dan 
Berkelanjutan 

Terwujudnya Nilai 
Realisasi Penanaman 
Modal Sebagai Penggerak 
Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah Dan Peningkatan 
Daya Saing Wilayah 

2. Misi IV: Mewujudkan 
transformasi tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih, 
dan berintegritas serta 

pelayanan publik yang inovatif, 
efektif, efisien dan berbasis 
digital. 

Terwujudnya Birokrasi 
Yang Bersih Serta 

Pelayanan Penanaman 
Modal Yang Prima  

 

2) Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta digunakan 

untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis dalam periode 2025. IKU harus bersifat SMART (Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). 

Tabel 2.4 

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Indikator Kinerja Utama 
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 

 

Sasaran Stategis dan 

Indikator Kinerja Utama 
Satuan 

Tahun 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SS1 Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Dan Peningkatan Daya Saing Wilayah  

Nilai Realisasi Investasi PMA dan 
PMDN (Trilyun) 

Rp Triliun 8,46 8,80 9,16 9,54 9,91 10,30 

SS2. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Serta Pelayanan Penanaman Modal Yang Prima 

Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat 93,10 93,20 93,30 93,40 93,50 94,00 

Capaian SAKIP Perangkat Daerah Predikat 91,20 91,25 91,30 91,35 91,40 91,50 
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Analisis Perbandingan Tujuan, dan Sasaran OPD pada RPD Tahun 

2024-2026 terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 

Terdapat perubahan redaksional sekaligus penguatan substansi 

perencanaan kinerja, meskipun arah kebijakan makronya tetap 

konsisten. Analisisnya sebagai berikut: 

1. Dimensi Substansi Ekonomi dan Investasi 

Analisis Perubahan 

Terjadi pergeseran pendekatan dari pendekatan outcome umum yaitu 

ekonomi masyarakat menjadi pendekatan berbasis investasi dan iklim 

usaha secara spesifik dan terukur. 

Perubahan ini menunjukkan: 

1. Fokus makin spesifik pada sektor investasi sebagai lokomotif 

ekonomi. 

2. Sasaran berubah dari “meningkatnya” menjadi “terwujudnya nilai 

realisasi penanaman modal” agar sasaran lebih kuantitatif dan 

mudah diturunkan ke indikator IKU. 

3. Penekanan pada aspek inklusif dan berkelanjutan menunjukkan 

penyesuaian dengan arah pembangunan nasional (RPJMN dan 

kebijakan investasi hijau). 

Kesimpulan pada dimensi ekonomi: 

Bukan perubahan arah, tetapi penajaman strategi dan penegasan 

sektor prioritas (investment driven growth). 

 

2. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan 

Analisis Perubahan 

Terjadi penyempitan fokus dari tata kelola umum menjadi tata kelola 

yang berorientasi pelayanan investasi. 

Perbedaannya: 

• Pada RPD Tahun 2024-2026 fokus lebih luas (akuntabilitas publik 

dan SPBE secara umum), di Renstra Tahun 2025=2029 terjadi 

perubahan yang lebih menekankan pada aspek sektoral (birokrasi 

bersih + pelayanan penanaman modal). 

Artinya: 
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1. Terjadi penenajaman terhadap tugas dan fungsi perangkat 

daerah (DPMPTSP). 

2. Terjadi penyelarasan antara misi kepala daerah dengan core 

business OPD. 

3. SPBE tidak lagi menjadi sasaran utama, tetapi menjadi 

instrumen. 

 

Kesimpulan pada dimensi tata kelola: 

Terjadi refocusing sasaran strategis agar lebih relevan dengan mandat 

urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan. 

 

2.1.3. Rencana Kerja Tahun 2025 

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat 

satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan 

suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai 

kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan 

penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh 

organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak 

lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan 

konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan 

yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.  

 

1. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program 

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa pengampu sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua 
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jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa untuk 

menunjang tujuan dan sasaran. 

Adapun rumusan rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2025 

berjumlah 6 pogram, 14 kegiatan dan 42 Subkegiatan yang akan 

dilaksanakan sesuai tabel berikut: 

Tabel 2.5 
Program, Kegiatan, Dan Sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 

 

No. Program No. Kegiatan No. Sub Kegiatan 

1 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN 
MODAL 

1 Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif 

Dibidang Penanaman 
Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kot 

1 Penetapan Kebijakan 
Daerah Mengenai 

Pemberian 
Fasilitas/Insentif dan 
Kemudahan Penanaman 

Modal 

        2 Fasilitasi Kemitraan yang 
dilakukan oleh 

Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

    2 Pembuatan Peta 
Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota 

3 Penyusunan Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

2 PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

3 Penyelenggaraan 
Promosi Penanaman 

Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

4 Pelaksanaan Kegiatan 
Promosi Penanaman 

Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

        5 Penyusunan Strategi 
Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

3 PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

4 Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan 

Secara Terpadu Satu 
Pintu dibidang 
Penanaman Modal 

yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

6 Penyediaan Pelayanan 
Perizinan Berusaha 

melalui Sistem Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 
Terintegrasi secara 

Elektronik 
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No. Program No. Kegiatan No. Sub Kegiatan 

        7 Penyediaan dan 
pengelolaan Layanan 

konsultasi perizinan 
berusaha berbasis risiko 

        8 Pemantauan, analisis, 
evaluasi, dan pelaporan di 

bidang perizinan 
berusaha berbasis risiko 

4 PROGRAM 
PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

5 Pengendalian 
Pelaksanaan 

Penanaman Modal 
yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

9 Penyelesaian 
Permasalahan dan 

Hambatan yang dihadapi 
Pelaku Usaha dalam 

merealisasikan Kegiatan 
Usahanya 

        10 Bimbingan Teknis kepada 
Pelaku Usaha 

        11 Pengawasan Penanaman 
Modal 

5 PROGRAM 
PENGELOLAAN DATA 

DAN SISTEM 
INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

6 Pengelolaan Data dan 
Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan 
yang Terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

12 Pengolahan, Penyajian 
dan Pemanfaatan Data 

dan Informasi Perizinan 
Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik 

6 PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

7 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

13 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

        14 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

        15 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

    8 Administrasi 
Keuangan Perangkat 

Daerah 

16 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

        17 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan dan 

Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

        18 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 
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No. Program No. Kegiatan No. Sub Kegiatan 

        19 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 

SKPD 

    9 Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

20 Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

    10 Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

21 Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut 

Kelengkapannya 

        22 Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

        23 Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

    11 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

24 Penyediaan Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

        25 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

        26 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

        27 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

        28 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

        29 Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

        30 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

        31 Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

    12 Pengadaan Barang 

Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

32 Pengadaan Mebel 

        33 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    13 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

34 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 
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No. Program No. Kegiatan No. Sub Kegiatan 

        35 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

        36 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

    14 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

37 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

        38 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

        39 Pemeliharaan Mebel 

        40 Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

        41 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

        42 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

 

 

2. Rencana Anggaran 

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta melaksanakan 

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.505.498.044,- namun 

dikarenakan adanya efisiensi anggaran, maka terdapat perubahan 

anggaran menjadi sebesar Rp.13.579.420.235,-. Secara rinci 

program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.6 

Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta 

 Tahun 2025 

 

No 

Urusan / Bidang Urusan / 

Program / Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  13.146.458.566,00   14.505.498.044,00   13.579.420.235,00  

1 PROGRAM PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN MODAL 

Jumlah nilai investasi berskala 
nasional (PMDN/PMA) 

Jumlah investor berskala nasional 

(PMDN/PMA) 

      109.999.900,00       159.999.900,00          58.054.925,00  

  Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Dibidang 

Penanaman Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Penetapan 
Pemberian Fasilitas / Insenif Bidang 

Penanaman Modal 

       60.000.000,00       110.000.000,00          14.702.000,00  

  Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 

    Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi 
dalam Pemberian Fasilitas/Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal 

       30.000.000,00         80.000.000,00            6.857.000,00  

  Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

    Jumlah Kesepakatan Kemitraan 
antara Usaha Besar (PMA/PMDN) 

dengan UMKM di daerah 

       30.000.000,00         30.000.000,00            7.845.000,00  

  Pembuatan Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

Meningkatnya pemanfaatan 
informasi peluang investasi 

       49.999.900,00         49.999.900,00          43.352.925,00  

  Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 

    Jumlah Peraturan Daerah (Perda) 
Rencana Umum Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten/Kota 

                          -                              -                               -    
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No 
Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

  Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 

    Jumlah Dokumen Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota 

       49.999.900,00         49.999.900,00          43.352.925,00  

2 PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

Nilai Minat Investasi Berdasarkan 

Lokasi dan Sektor 
Jumlah Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Yang 

Diselenggarakan 

      152.500.000,00       252.500.000,00          99.180.000,00  

  Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Minat Investasi  152.500.000,00       252.500.000,00          99.180.000,00  

  Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 

    Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

      100.000.000,00       200.000.000,00          84.900.000,00  

  Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 

    Jumlah dokumen strategi Promosi 

Penanaman Modal Kab/Kota 

       52.500.000,00         52.500.000,00          14.280.000,00  

3 PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

Rasio daya serap tenaga kerja 
Persentase Jumlah Perizinan dan 

Non Perizinan Yang diterbitkan 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

      155.000.000,00       215.000.000,00        103.486.900,00  

  Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Secara Terpadu Satu 
Pintu dibidang Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan  

      155.000.000,00       215.000.000,00        103.486.900,00  

  Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 
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No 
Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

    Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penentapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif yang menjadi 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

         5.000.000,00           5.000.000,00                             -    

  Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 

    Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pelayanan Perizinan 
Berusaha melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

Terintegrasi secara Elektronik 

       90.000.000,00       150.000.000,00          74.379.900,00  

  Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 

    Jumlah Pelaku usaha yang 

Memperoleh Layanan Konsultasi 
Perizinan Berusaha melalui Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Terintegrasi secara Elektronik 

       30.000.000,00         30.000.000,00          15.012.500,00  

  Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 

    Jumlah Kegiatan Usaha yang 

mendapat  pemantauan, analisis, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang 

perizinan berusaha berbasis risiko 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi 
Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 

       30.000.000,00         30.000.000,00          14.094.500,00  

4 PROGRAM PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 
MODAL 

Persentase PMA dan PMDN Yang 

Dapat Dimonitoring Secara Berkala 

      585.147.000,00       350.000.000,00        108.027.500,00  

  Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya kepatuhan pelaporan 

Kegiatan Penanaman Modal 

      585.147.000,00       350.000.000,00        108.027.500,00  
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No 
Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

  Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 

    Jumlah Penyelesaian Permasalahan 

dan  Hambatan yang  dihadapi 
Pelaku Usaha dalam merealisasikan 

Kegiatan Usahanya 

       87.771.000,00       100.000.000,00          27.075.000,00  

  Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 

    Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mengikuti Bimbingan Teknis/ 

Sosialisasi Implementasi Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko dan 
Pengawasan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

      321.832.000,00       200.000.000,00          52.225.000,00  

  Pengawasan Penanaman Modal 

    Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 
Usaha yang Telah Dianalisa dan 

Diverifikasi Data,  Profil dan 

Informasi Kegiatan Usaha dari 
Pelaku  DIlakukan Inspeksi 

Lapangan ; serta DIlakukan 

Evaluasi Penilaian Kepatuhan 
Pelaksanaan Perizinan Berusaha 

      175.544.000,00         50.000.000,00          28.727.500,00  

5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA 

DAN SISTEM INFORMASI 
PENANAMAN MODAL 

Persentase Data dan Informasi Yang 

Dimutakhirkan 

      125.900.000,00       175.900.000,00        113.484.000,00  

  Pengelolaan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan yang 
Terintegrasi pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Kualitas Pelaporan 

Data dan Informasi Penanaman 
Modal  

      125.900.000,00       175.900.000,00        113.484.000,00  

  Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik 
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No 
Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

    Jumlah Data dan Informasi 

Perizinan  Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik yang 

Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 

      125.900.000,00       175.900.000,00        113.484.000,00  

6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Capaian SAKIP Perangkat Daerah  12.017.911.666,00   13.352.098.144,00   13.097.186.910,00  

  Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

       52.437.000,00         52.437.000,00          43.487.400,00  

  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

    Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

       20.010.400,00         20.010.400,00          16.863.400,00  

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

    Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

       10.128.050,00         10.128.050,00            7.411.000,00  

  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

    Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

       22.298.550,00         22.298.550,00          19.213.000,00  

  Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Meningkatnya Kualitas Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah     

   7.512.759.615,00     7.956.946.093,00     8.085.784.459,00  

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

    Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

   7.492.759.615,00     7.936.946.093,00     8.040.526.959,00  
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No 
Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

  Pelaksanaan Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

    Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

                          -                              -            27.083.000,00  

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

    Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

       10.000.000,00         10.000.000,00            9.105.000,00  

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 

    Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

       10.000.000,00         10.000.000,00            9.069.500,00  

  Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah 

Terpeliharanya Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah    

       20.000.000,00         20.000.000,00          19.980.000,00  

  Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 

    Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

       20.000.000,00         20.000.000,00          19.980.000,00  

  Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Meningkatnya Kualitas Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah   

      210.000.000,00       353.612.000,00        226.610.000,00  

  Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 

    Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 

       70.000.000,00       163.212.000,00        163.212.000,00  

  Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 



 

56 

 
 

No 
Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

    Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

       10.000.000,00         10.000.000,00            7.998.000,00  

  Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

    Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

      130.000.000,00       180.400.000,00          55.400.000,00  

  Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Meningkatnya Kualitas Administrasi 

Umum Perangkat Daerah    

      682.000.000,00       708.788.000,00        462.672.000,00  

  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

    Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

       50.000.000,00         50.000.000,00          50.000.000,00  

  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

    Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

       31.000.000,00                            -                               -    

  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

    Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan 

                          -           31.000.000,00          31.000.000,00  

  Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

    Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 

      270.000.000,00       270.000.000,00        218.931.000,00  

  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

    Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan 

      126.000.000,00       152.788.000,00          55.273.000,00  

  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
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No 
Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

    Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

         5.000.000,00           5.000.000,00            2.500.000,00  

  Fasilitasi Kunjungan Tamu 

    Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

         5.000.000,00           5.000.000,00            4.968.000,00  

  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

      170.000.000,00       170.000.000,00          75.000.000,00  

  Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

    Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 

       25.000.000,00         25.000.000,00          25.000.000,00  

  Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Tersedianya Kebutuhan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  

      205.000.000,00       301.483.851,00        296.873.851,00  

  Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

    Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 
Disediakan 

                          -                              -                               -    

  Pengadaan Mebel 

    Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 

       55.000.000,00       105.000.000,00        104.645.000,00  

  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

    Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan 

      150.000.000,00       196.483.851,00        192.228.851,00  

  Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Meningkatnya Kualitas Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

   2.883.315.051,00     3.225.431.200,00     3.275.429.200,00  

  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

    Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

         5.000.000,00           5.000.000,00            4.998.000,00  



 

58 

 
 

No 
Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

    Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

      601.200.000,00       731.200.000,00        731.200.000,00  

  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

    Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

   2.277.115.051,00     2.489.231.200,00     2.539.231.200,00  

  Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Terjaganya Kualitas  Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah     

      452.400.000,00       733.400.000,00        686.350.000,00  

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

       46.400.000,00         46.400.000,00          44.000.000,00  

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

    Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

       85.000.000,00         81.000.000,00          81.000.000,00  

  Pemeliharaan Mebel 

    Jumlah Mebel yang Dipelihara        25.000.000,00         25.000.000,00          25.000.000,00  

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

    Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 

       96.000.000,00       136.000.000,00        136.000.000,00  

  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

    Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

      150.000.000,00       395.000.000,00        350.350.000,00  

  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
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No 
Urusan / Bidang Urusan / 
Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Indikator Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Kerangka Pendanaan 

 Pagu Anggaran (Rp)  

 RKPD 2025   APBD Murni 2025  
 APBD Perubahan 

2025  

1 2 3 4 5 6 

    Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

       50.000.000,00         50.000.000,00          50.000.000,00  
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2.2. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem 

Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan 

tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 

53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota 

sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima 

amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja 

yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk 

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan 

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap 

tahunnya.  

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: 

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan 

integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur; 

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi dan sebagia dasar pemberian penghargaan 

dan sanksi; 

4) Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 



 

61 

 
 

Penetapan kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang 

akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan 

indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :  

Tabel 2.7 
 Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
 

No. Sasaran Strategis 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Target Kinerja 

Sebelum Sesudah 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

1 Terwujudnya Nilai 
Realisasi 
Penanaman Modal 
Sebagai Penggerak 
Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

Dan Peningkatan 
Daya Saing 
Wilayah 

Nilai 
Realisasi 
Investasi 
PMA dan 
PMDN  

Rp.  
(Triliun) 

  8,15 
Triliun 

8,46 

2 Terwujudnya 
Birokrasi Yang 
Bersih Serta 
Pelayanan 
Penanaman Modal 
Yang Prima  

Capaian 
SAKIP 

Poin AA 93,10 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 

Poin Sangat 
Baik 

91,20 

 

Dikarenakan Perjanjian kinerja berisikan kesepakatan antara 

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia, serta untuk mewujudkan kesinambungan kinerja setiap 

tahunnya, penetapan sasaran kinerja urusan penanaman modal dengan 

target kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN ditetapkan 

sebesar 8,46 Triliun, hal ini berdasarkan kepada Dokumen Rencana 
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Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sastu Pintu 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. 

Tabel 2.8 
Program dan Indikator Kinerja Kunci 

No. Program  Indikator Kinerja Target Satuan Anggaran 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Program Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

Persentase peningkatan 
investasi di kabupaten/kota 

3,00 Persen Rp. 58.054.925,- 

Jumlah nilai investasi 

berskala nasional 

(PMDN/PMA) 

8,46 Triliun 

Rp. 

Kenaikan / penurunan Nilai 

Realisasi PMDN (Milyar 

rupiah) 

10,00 Persen 

2. Program Promosi 
Penanaman Modal 

Persentase peningkatan 
investasi di daerah setelah 

promosi 

1,00 Persen Rp. 99.180.000 
 

Jumlah investor baru yang 
masuk setelah promosi 

1,00 Investor 

Nilai realisasi investasi yang 
tercapai setelah kegiatan 

promosi 

10,00 Milyar Rp. 

3. Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

Persentase Jumlah Perizinan 
dan Non Perizinan Yang 

diterbitkan 

97,00 Persen Rp. 103.486.900,- 

Persentase jumlah izin usaha 

yang diverifikasi 

52,00 Persen 

4. Program Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Rasio daya serap tenaga kerja 18,50 Persen Rp. 108.027.500,- 

Persentase penyelesaian 
permasalahan investasi yang 

ditangani 

80,00 Persen 

Persentase kepatuhan pelaku 
usaha terhadap regulasi 

investasi/penanaman modal 

50,00 Persen 

5. Program  Pengelolaan 
Data Dan Sistem 

Informasi Penanaman 

Modal 

Persentase Data dan 
Informasi Yang 

Dimutakhirkan 

100,00 Persen Rp. 113.484.000 

6. Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Capaian realisasi keuangan 
Perangkat Daerah 

94,25 Persen Rp. 13.097.186.910 

Persentase Barang Milik 
Daerah (BMD) yang berfungsi 

optimal 

70,00 Persen 

Jumlah 
 

Rp. 13.579.420.235,- 

Sumber : Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 



 

63 

 
 

Dokumen perjanjian kinerja ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan 

instansi pemerintah untuk : 

1) Memantau, mengendalikan dan menilai pencapaian kinerja 

organisasi; 

2) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan 

akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah; 

3) Menilai keberhasilan bawahan. 

 

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal 

terjadinya pergantian atau mutasi pejabat disebabkan: 

1) Perubahan dalam strategi yang memengaruhi pencapaian tujuan 

dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi 

anggaran); 

2) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara 

signifikan dalma proses pencapaian tujuan dan sasaran. 
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Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi 

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

dan laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian 

target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam 

dokumen Renstra  dan Rencana Kerja Tahun 2025. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan 

misi instansi Pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, Peraturan 

Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 dan Peraturan Bupati 

Purwakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029. 

BAB III. 

AKUNTABILITAS KINERJA 
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3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan 

mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2025 yang telah disepakati. Pengukuran atas pencapaian kinerja 

dilakukan oleh Tim Penyusun LKjIP di lingkup DPMPTSP Tahun 2025 

melalui pengumpulan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan 

gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan 

capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas 

indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran 

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat 

capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai 

capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Predikat Nilai Capaian Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 

 

No. 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja  
 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja  

1. 91≤100 Sangat Tinggi 

2. 76≤90 Tinggi 

3. 66≤75 Sedang 

4. 51≤65 Rendah 

5. ≤50 Sangat rendah 
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Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :  

1. Data internal, berasal dari data dan sistem informasi yang 

ditetapkan pada instansi; 

2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer 

maupun data sekunder seperti data realisasi investasi 

merupakan data integral dengan Kementerian Investasi/BKPM 

dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. 

 

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data 

kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang 

berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja 

instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip 

keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. 

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang 

terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil 

dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk 

mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian 

sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator 

manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya 

suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-

tujuan instansi pemerintah.  Hal ini terkait pada pertimbangan biaya 

dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator 

kinerja dampak. Dalam hal ini DPMPTSP melakukan pengukuran dan 

survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang 

ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan 

manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana 

pengukuran kinerja tersebut mencakup : 

1. Output Tim Kerja yang merupakan tingkat pencapaian target 

(rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok 

indikator kinerja sasaran; 

2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang 

merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) 
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dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan 

sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.  

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan 

dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan 

lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap 

indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan 

kegiatan.  

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 

Pengukuran capaian kinerja dalam persentase dihitung 

berdasarkan laporan monev realisasi kinerja dan keuangan dengan 

rumus, sebagai berikut: 

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin baik, maka digunakan rumus: 

 

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

semakin rendah, maka digunakan rumus: 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih 

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya 

Realisasi 

Persentase tingkat capaian kinerja = x 100% 

Rencana (target) 

                                                                   2X Rencana - Realisasi 

Persentase tingkat capaian kinerja = x 100% 

Rencana (target) 
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kinerja yang diharapkan. Evaluasi dan analisis tersebut meliputi 

uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan 

rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja 

kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan 

dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. 

 

1. Capaian Kinerja Tahun 2025 

 Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis 

instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) 

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu 

Pintu Kabupaten Purwakarta juga melakukan reviu terhadap 

Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil 

pengukuran atas indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purwakarta tahun 2025 menunjukan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 

 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja  
Target  Realisasi 

Capaian 

% 
Kategori Sumber 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1. Terwujudnya Nilai 
Realisasi 

Penanaman Modal 
Sebagai Penggerak 

Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah 
Dan Peningkatan 

Nilai 
Realisasi 

PMA dan 
PMDN 

Rp. 8,46 
(Triliun) 

Rp. 12,47 
(Triliun) 

147,43 Melampaui Data Realisasi 
Investasi 

DPMPTSP 
Provinsi Jawa 

Barat 
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No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja  
Target  Realisasi 

Capaian 

% 
Kategori Sumber 

Daya Saing 
Wilayah 

2. Terwujudnya 

Birokrasi Yang 
Bersih Serta 

Pelayanan 

Penanaman Modal 
Yang Prima 

Capaian 

SAKIP  

91,20  91,15 99,95 Sangat 

Tinggi 

LHE Tahun 

2025 

Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat 

93,10 96,66 103,82 Melampaui Survey 

Kepuasan 
Masyarakat 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pengukuran 

Kinerja tahun 2025 sebagai berikut: 

1. Sasaran I “Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal 

Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan 

Peningkatan Daya Saing Wilayah” dengan indikator Nilai 

Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2025 mendapatkan kategori 

melampaui dengan nilai realisasi investasi Rp. 

12.472.353.346.123,- sehingga capaian kinerjanya mencapai 

147,43% dengan target Rp. 8.460.000.000.000.- 

2. Sasaran II “Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Serta 

Pelayanan Penanaman Modal Yang Prima” dengan indikator 

Capaian SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat.  Capaian 

SAKIP  Tahun 2025 sampai saat laporan ini dibuat belum ada 

hasil evaluasi, pada Tahun 2024 mendapatkan predikat 

sangat baik dengan nilai 91,15, sedangkan Capaian Indeks 

Kepuasan Masyarakat  pada Tahun 2025 mendapatkan 

predikat sangat baik dengan nilai 96,66 mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun sebelumnya. 
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2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun 

Sebelumnya 

Tabel 3.3 

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 

No. 
Indikator 
Kinerja 

2024 2025 

Target Realisasi Capaian 

(%) 

Target 

Awal 

Target 

Perubahan 

Realisasi Capaian 

(%) 

1. Nilai Realisasi 

PMA dan PMDN 
Rp. 8,00 

(Triliun) 
Rp. 8,13 

(Triliun) 
101,62 Rp. 8,15 

(Triliun) 
Rp. 8,46 

(Triliun) 
Rp. 12,47 

(Triliun) 
147,43 

2. Capaian SAKIP  AA AA 100 AA 91,20  91,15 99,95 

3. Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
100 Sangat 

Baik 
93,10 96,66 103,82 

 

Secara keseluruhan, realisasi Capaian kinerja IKU urusan 

penanaman modal Tahun 2024 adalah 101,62% atau Melampaui, 

sedangkan tahun 2025 mencapai 147,43%, mengalami 

peningkatan sebesar 53,42%, dengan rincian: 

1. Capaian Nilai Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2024 mencapai 

101,62% mendapatkan kategori melampaui dengan nilai Rp. 

8.129.695.923.426,-. Sedangkan capaian Nilai Realisasi PMA 

dan PMDN pada Tahun 2025 mencapai 147,43% dengan 

Predikat melampaui dengan nilai Rp. 12.472.353.346.123,-, 

mengalami kenaikan 53,42% dari tahun 2024 dengan nilai 

Rp. 4.342.657.422.697,-. 

2. Capaian SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 

2024 mencapai 100% mendapatkan kategori melampaui 

dengan nilai sangat baik,  Sedangkan Capaian SAKIP dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 mencapai 95% dan 

103,82% dengan nilai SAKIP sangat baik dan nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat 96,66 poin. 
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3. Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Target Jangka 

Menengah 

Tabel 3.4 

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 

No. Sasaran Indikator 

Kinerja 

Capaian 

2025 

Target Akhir 

RPD  

2024-2026 

Tingkat 

Kemajuan 

Target Akhir 

RPJMD  

2025-2029 

Tingkat 

Kemajuan 

1. 
Terwujudnya 

Nilai Realisasi 

Penanaman 
Modal Sebagai 

Penggerak 

Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

Dan 

Peningkatan 
Daya Saing 

Wilayah 

Nilai 

Realisasi 

PMA dan 

PMDN 

Rp. 12,47 

(Triliun) 

Rp. 21,63 

(Triliun) 
95,24% Rp. 56  

(Triliun) 
22,20% 

2. Terwujudnya 

Birokrasi Yang 

Bersih Serta 
Pelayanan 

Penanaman 

Modal Yang 

Prima 

Capaian 

SAKIP  

91,15 

(Sangat 

Baik) 

Sangat Baik 100% 91,40 99.73% 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

96,66 

(Sangat 

Baik) 

Sangat Baik 100% 94,00 102,83% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 

2025, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten 

Purwakarta telah berhasil mencapaI target yang ingin dicapai pada 

akhir periode Renstra 2025-2029. Sedangkan untuk capaian nilai 

Realisasi Investasi PMA dan PMDN belum mencapai target akan tetapi 

akan tercapai di akhir periode renstra 2025-2029. 

4. Perbandingan Capaian Tahun Ini Dengan Standar Nasional 

/Provinsi 

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan 

dalam Laporan Kinerja Instansi adalah membandingkan realisasi 

tahun berjalan dengan standar nasional dan Provinsi. Dikarenakan 

sampai dengan saat ini tidak ada penetapan standar nasional, 

sehingga dalam laporan ini belum dapat disajikan. Adapun data 
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perbandingan yang dapat disajikan adalah perbandingan capaian 

kinerja urusan penanaman modal dengan standar Nasional dan 

Provinsi. 

Tabel 3.5 

Perbandingan Capaian Dengan Nasional dan Provinsi 

No. Sasaran Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2025 

Standar 
Nasional/ 

Provinsi/ 
Kabupaten 

Capaian 
(%) 

1. Terwujudnya Nilai 
Realisasi Penanaman 
Modal Sebagai 

Penggerak 
Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah Dan 
Peningkatan Daya 
Saing Wilayah 

Nilai 
Realisasi 
PMA dan 

PMDN 

147,43% Nasional 

101,30% 

Provinsi 

109,90% 

145,54% 

 

134,15% 

 

2. Terwujudnya Birokrasi 

Yang Bersih Serta 

Pelayanan Penanaman 

Modal Yang Prima 

Capaian 

SAKIP 
99.73% Provinsi 

100,00% 
99,73% 

3 Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

102,83% Provinsi 

100,01% 

102,82% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada 

capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut: 

I. Sasaran 1 

Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal sebagai Penggerak 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Peningkatan Daya Saing 

Wilayah 

Indikator: Nilai Realisasi PMA dan PMDN 

Realisasi 2025: 147,43% 

1. Analisis Komparatif terhadap Standar 

• Standar Nasional: 101,30% → Capaian 145,54% 

• Standar Provinsi: 109,90% → Capaian 134,15% 
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2. Analisis Kinerja 

Realisasi 147,43% menunjukkan peningkatan tinggi yang 

sangat signifikan. Selisih capaian terhadap standar nasional 

mencapai +44,24 poin persentase, dan terhadap provinsi +37,53 

poin persentase. Hal ini mencerminkan: 

a. Efektivitas branding dari strategi promosi investasi yang 

telah dilaksanakan sampai dengan saat ini. 

b. Kinerja pelayanan perizinan berbasis risiko yang relatif 

responsif. 

c. Iklim usaha daerah yang kompetitif (didukung stabilitas 

sosial-politik dan kesiapan lahan/kawasan industri). 

d. Adanya proyek investasi skala besar (capital intensive) yang 

mendongkrak agregat realisasi, terutama pada realisasi dari 

Pembangunan Tol Japek Selatan II. 

 

II. Sasaran 2 

Terwujudnya Birokrasi yang Bersih serta Pelayanan Penanaman 

Modal yang Prima. 

Indikator: Capaian SAKIP 

Realisasi: 99,73% 

Standar Provinsi: 100,00% 

1. Analisis Kinerja 

Capaian 99,73% menunjukkan hampir memenuhi standar, 

dengan selisih -0,27 poin persentase. 

Ini mengindikasikan: 

a. Sistem perencanaan dan pelaporan sudah berjalan baik. 

b. Namun terdapat celah minor pada konsistensi antara 

perencanaan, pengukuran, dan pelaporan. 

2. Analisis Substantif 

Dalam perspektif SAKIP (Perencanaan – Pengukuran – Pelaporan 

– Evaluasi – Capaian Kinerja), kemungkinan masih ada ruang 

perbaikan pada: 
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a. Keterkaitan cascading kinerja sampai level individu. 

b. Evidence pendukung dalam pelaporan. 

Meskipun selisih kecil, dalam konteks reformasi birokrasi, deviasi 

sekecil apapun berpotensi berdampak pada predikat evaluasi 

sehingga perlu dikaji terhadap;. 

a. Penguatan logic model dan pohon kinerja. 

b. Penyelarasan indikator Renstra dengan Perjanjian Kinerja 

tahunan. 

c. Audit internal kinerja triwulanan berbasis risiko. 

d. Integrasi manajemen risiko dalam siklus SAKIP. 

 

III. Sasaran 3 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Realisasi: 102,83% 

Standar Provinsi: 100,01% 

Capaian: 102,82% 

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 

102,82% yang melampaui standar provinsi (100,01%) menegaskan 

bahwa kualitas pelayanan publik telah berada pada level sangat 

baik dan memperoleh legitimasi persepsi positif dari pengguna 

layanan. Keberhasilan ini secara strategis mengindikasikan 

efektivitas transformasi layanan—baik melalui digitalisasi, 

simplifikasi prosedur, integrasi layanan, maupun penguatan 

budaya pelayanan prima—yang mulai terinternalisasi dalam tata 

kelola organisasi. IKM ini berbasis persepsi, validitas capaian 

dikonfirmasi melalui indikator objektif seperti rata-rata waktu 

penyelesaian layanan, kepatuhan terhadap Service Level 

Agreement (SLA), serta tren dan penyelesaian pengaduan, dengan 

memastikan metodologi survei dilakukan secara independen dan 

memenuhi kaidah ilmiah. Ke depan, penguatan kualitas layanan 

akan diarahkan pada pengembangan Customer Experience Index 

berbasis customer journey mapping yang memungkinkan pemohon 
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langsung memberikan persepsinya dalam system pelayanan 

perizinan, guna menghasilkan analisis yang lebih presisi dan 

berbasis bukti dalam perumusan kebijakan peningkatan layanan. 

Analisa umum terhadap capaian; 

1. Pola Umum 

• Kinerja Investasi: Sangat Tinggi 

• Kinerja Tata Kelola: Stabil namun belum optimal 

• Kinerja Pelayanan Publik: Baik dan relatif konsisten 

Terjadi pola bahwa realisasi investasi sangat kuat, sementara 

kinerja tata kelola administratif masih standar, artinya bahwa 

daya dorong ekonomi lebih cepat dibandingkan reformasi sistem 

internal. 

 

2. Risiko Strategis 2026 

• Overheating target (kenaikan baseline terlalu tinggi). 

• Ketergantungan pada proyek besar. 

• Gap antara pertumbuhan investasi dan kapasitas 

pengawasan. 

 

3. Posisi Kinerja dalam Perspektif Reformasi Birokrasi 

Organisasi berada pada fase ekspansi kinerja eksternal, namun 

perlu memperkuat fondasi internal agar sustain dan akuntabel. 

 

Perbandingan Capaian Tahun Ini: 

1. Investasi tumbuh agresif dan melampaui standar nasional 

maupun provinsi. 

2. Tata kelola sudah baik tetapi belum mencapai level excellence. 

3. Pelayanan publik berada pada zona aman dan positif. 

4. Tantangan berikutnya bukan lagi mengejar angka, tetapi 

memastikan kualitas, keberlanjutan, dan dampak riil terhadap 

ekonomi daerah. 



 

76 

 
 

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / 

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusinya 

Capaian kinerja pada periode pelaporan menunjukkan adanya 

peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini 

merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor internal dan eksternal 

yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. 

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja 

Peningkatan kinerja terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci 

berikut: 

Pertama, Keberhasilan pencapaian kinerja pada periode pelaporan 

salah satunya disebabkan oleh berjalannya proses perizinan secara 

efektif, yang tercermin dari meningkatnya kecepatan, kepastian, dan 

kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha. 

Efektivitas tersebut ditopang oleh penyederhanaan alur pelayanan, 

kejelasan standar operasional prosedur, serta konsistensi penerapan 

ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Selain itu, pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik telah 

meningkatkan efisiensi proses pelayanan, mengurangi waktu tunggu, 

serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi. Digitalisasi 

proses perizinan juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, 

sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan yang 

diberikan. 

Dari sisi kelembagaan, koordinasi yang efektif antarunit kerja dan 

dengan instansi teknis terkait turut mempercepat proses verifikasi 

dan penerbitan perizinan. Dukungan sumber daya manusia yang 

memahami regulasi dan proses bisnis perizinan secara komprehensif 

menjadikan pelaksanaan layanan lebih responsif terhadap kebutuhan 

pemohon. 
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Secara keseluruhan, efektivitas proses perizinan tersebut memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan capaian indikator kinerja, baik 

dari aspek kuantitas layanan yang diselesaikan tepat waktu maupun 

kualitas hasil pelayanan, serta berkontribusi langsung terhadap 

penciptaan iklim usaha yang kondusif. 

Kedua, dukungan kebijakan dan sinergi lintas sektor yang semakin 

kuat, baik dengan perangkat daerah lain maupun pemangku 

kepentingan eksternal. Sinergi ini memperluas daya ungkit (leverage) 

program dan meningkatkan efektivitas pencapaian target. 

Ketiga penguatan kualitas perencanaan kinerja yang semakin selaras 

antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja) 

dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Perumusan indikator 

kinerja yang lebih terukur dan berorientasi hasil (outcome) telah 

mendorong fokus organisasi pada pencapaian target strategis. 

Keempat, meningkatnya kapasitas dan komitmen sumber daya 

manusia, baik melalui pembinaan teknis, koordinasi lintas unit, 

maupun kepemimpinan yang lebih adaptif. Hal ini berdampak pada 

meningkatnya disiplin pelaksanaan kegiatan serta kualitas output 

yang dihasilkan. 

 

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja 

Di sisi lain, penurunan atau belum optimalnya capaian kinerja pada 

beberapa indikator disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 

Pertama, ketergantungan terhadap faktor eksternal yang berada di 

luar kendali langsung perangkat daerah, seperti dinamika ekonomi, 

perubahan regulasi, atau fluktuasi kondisi sosial dan investasi. Faktor 

ini berdampak pada ketercapaian target yang bersifat makro. 

Kedua, keterbatasan kualitas dan ketersediaan data kinerja, 

khususnya data sektoral yang memerlukan koordinasi lintas instansi. 
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Kondisi ini menyebabkan keterlambatan analisis dan pengambilan 

keputusan berbasis data. 

Ketiga, belum optimalnya efektivitas pelaksanaan anggaran, yang 

tercermin dari rendahnya serapan atau kurang tepatnya timing 

pelaksanaan kegiatan. Hal ini mengurangi dampak langsung kegiatan 

terhadap pencapaian outcome. 

Keempat, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah 

maupun kompetensi spesifik, sehingga pelaksanaan beberapa 

kegiatan strategis belum dapat berjalan secara maksimal. 

 

3. Alternatif Solusi dan Upaya Perbaikan 

Sebagai tindak lanjut atas analisis tersebut, alternatif solusi yang 

dapat dilakukan antara lain: 

Pertama, penguatan perencanaan berbasis kinerja dan risiko, dengan 

memastikan setiap indikator memiliki baseline yang jelas, target 

realistis, serta mitigasi risiko yang terukur sejak tahap perencanaan. 

Kedua, peningkatan kualitas sistem data dan informasi kinerja, 

melalui integrasi data lintas sektor, pemutakhiran data secara 

berkala, serta pemanfaatan dashboard kinerja sebagai alat monitoring 

dan evaluasi yang real time. 

Ketiga, optimalisasi pelaksanaan anggaran berbasis hasil (value for 

money), dengan penajaman prioritas kegiatan, penyesuaian jadwal 

pelaksanaan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas belanja. 

Keempat, pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan, 

khususnya pada aspek analisis kinerja, pengelolaan data, dan inovasi 

layanan, guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja 

organisasi. 
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Tabel 3.6 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan Dan Solusi 

 

No 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator  

Kinerja 
Target Realisasi  

 

Capaian % 

Analisis 

Keberhasilan 

Analisis 

Kegagalan 

Solusi Yang 

Dilakukan  

1 2 3 4 5 6 7 8 8  

1. 

 
 
 

Terwujudnya Nilai 

Realisasi Penanaman 
Modal Sebagai Penggerak 
Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah Dan Peningkatan 
Daya Saing Wilayah 

Nilai Realisasi 

PMA dan PMDN 
Capaian SAKIP  

Rp. 8,46 

(Triliun) 
 

Rp. 12,47 

(Triliun) 
 

147,43 

 
• Proses perizinan 

berjalan efektif 

• Kepastian usaha  

• Koordinasi lintas 
OPD berjalan 
fungsional 

 

• ketergantungan 
terhadap faktor 
eksternal 

• keterbatasan 
kualitas dan 

belum 
optimalnya 
efektivitas 

pelaksanaan 
anggaran 

ketersediaan 
data kinerja 

• keterbatasan 
sumber daya 
manusia 

• penguatan 
perencanaan 
berbasis kinerja 

dan risiko 

• peningkatan 
kualitas sistem 
data dan 
informasi 

kinerja 

• optimalisasi 
pelaksanaan 
anggaran 

berbasis hasil 

• pengembangan 
kapasitas SDM 
secara 
berkelanjutan 

 

 

2. Terwujudnya Birokrasi 
Yang Bersih Serta 
Pelayanan Penanaman 

Modal Yang Prima 

Capaian SAKIP  91,20 91,15 99,95 • penguatan 
kualitas 

perencanaan 
kinerja 

• meningkatnya 
kapasitas dan 

komitmen sumber 
daya manusia 

 

 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

93,10 96,66 103,82   
 

Sumber : DPMPTSP 2025
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6.  Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan 

sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat 

ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan 

anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta 

meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan 

anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik 

menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan 

ekonomi dan sumber daya yang terbatas. 

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan 

anggaran adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan anggaran di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran 

kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBD. 

Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, 

pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien 

atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. 

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan 

APBD juga dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem informasi 

yang terintegrasi dapat membantu mengurangi birokrasi, 

meningkatkan kecepatan, akurasi pengumpulan dan pengolahan data, 

serta meminimalkan potensi kesalahan manusia. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

anggaran, perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara 

perencana, kasubag keuangan dan pelaksana kegiatan. Penting untuk 

dicatat bahwa efektivitas dan efisiensi APBD bukanlah tujuan akhir 

dari pengelolaan keuangan negara, melainkan merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan 

publik yang lebih luas. Perencanaan yang matang, partisipasi publik, 

evaluasi berkala, penerapan teknologi informasi dan koordinasi yang 

baik menjadi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Dengan 

demikian, pengelolaan anggaran yang baik akan mampu menciptakan 

perekonomian yang stabil, pembangunan yang berkelanjutan, serta 
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kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.Langkah – langkah dalam 

mengukur efisiensi adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran Efisiensi Anggaran 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 214/PMK.02/2017 

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas 

pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

negara/Lembaga, pada pasal 39 Nilai Kinerja Anggaran dilakukan 

pengukuran efisiensi dengan membandingkan penjumlahan dari 

selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian 

keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari 

perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, 

dijabarkan dengan rumus berikut ini: 

 

Keterangan : 

E  : Efisiensi 

PAKi  : Pagu Anggaran Keluaran i 

RAKi  : Realisasi anggaran  Keluaran i 

CKi  : Capaian Keluaran i 

 

2. Melakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai 

yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

  NE adalah nilai efisiensi dan E adalah efisiensi. 

 

3. Menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi 

lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; 

nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran 
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dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, 

pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih 

dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang 

efisien dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran 

dikatakan sangat kurang efisien. 

4. Menganalisis dan membahas hasil perhitungan efisiensi dan 

tingkat efisiensi anggaran. 

 

Dari langkah-langkah tersebut akan didapatkan data efisiensi 

anggaran sesuai pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.9 

Realisasi dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

No Program Anggaran Realisasi 
 

Capaian 
(%)  

Anggaran 
Seharusnya 

Selisih Efisiensi  

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Program Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

58.054.925 52.496.700 823%       477.888.699           425.391.999  89,01% 
 

2 Program Promosi 
Penanaman Modal 

99.180.000 16.501.400 97%         95.874.000             79.372.600  82,79% 
 

3 Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

103.486.900 46.792.300 99%       102.818.462             56.026.162  54,49% 
 

4 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

108.027.500 93.871.700 97%       105.010.958             11.139.258  10,61% 

 

5 Program Pengelolaan Data 
Dan Sistem Informasi 
Penanaman Modal 

113.484.000 109.351.000 100%       113.484.000               4.133.000  3,64% 

 

6 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

13.097.186.910 12.101.365.118 98%   12.804.365.652           703.000.534  5,49% 

 

 
JUMLAH 

 
13.579.420.235 

 
12.420.378.218 

     
13.699.441.771  

       
1.279.063.553  

 
9,34% 

 



 

82 

 

 

 

 

Nilai Efisiensi = 50% + ((9,34%/20)x50) 

             = 50% + 23,34% 

             = 73,34% 

Dari perhitungan nilai efisiensi didapatkan nilai sebesar 

73,34%, artinya pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien. 

Penggunaan sumber daya yang cukup efisien sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan realisasi program di DPMPTSP Kabupaten 

Purwakarta. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi 

sumber daya yaitu : 

1. Koordinasi Antar Tim Kerja: Kerja sama yang baik antar Tim 

Kerja sdapat mengurangi tumpang tindih tugas dan 

meningkatkan efisiensi kerja. Meningkatkan intensitas forum 

diskusi antar Tim Kerja dan staf membantu memahami tugas 

pokok dan fungsi masing-masing, serta meningkatkan sinergi 

program kegiatan antar sektor. 

2. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja: Perencanaan yang matang 

dan evaluasi berkala terhadap kinerja pegawai memastikan 

bahwa sumber daya manusia digunakan secara optimal. 

Strategi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  yaitu : 

1. Pelatihan dan Pengembangan: Mengadakan pelatihan rutin 

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. 

2. Pembinaan pegawai yang jelas membantu pegawai memahami 

tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mengurangi 

kesalahan dan meningkatkan efisiensi. 

3. Penggunaan Teknologi Informasi e-Kinerja: Implementasi sistem 

informasi manajemen kinerja dapat mempercepat proses 

pelaporan kinerja dan memudahkan monitoring serta evaluasi 

kinerja. 
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4. Evaluasi dan Umpan Balik: Melakukan evaluasi kinerja secara 

berkala dan memberikan umpan balik konstruktif kepada 

pegawai untuk perbaikan berkelanjutan. 

Untuk meningkatkan efisiensi pada tahun berikutnya, 

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan 

pengendalian lebih lanjut terhadap kegiatan- kegiatan yang kurang 

memiliki manfaat besar bagi masyarakat. 

 

7.  Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

 

Analisis tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk 

kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025 yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 3.10 

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan kegiatan 

No 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

% 

Capaian 

Program/ 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja Kunci 

% 

Capaian 

Menunjang/ 
Tidak 

menunjang 

1. Terwujudnya 
Nilai Realisasi 
Penanaman 

Modal Sebagai 
Penggerak 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Daerah Dan 
Peningkatan 
Daya Saing 
Wilayah 

 

Nilai Realisasi 
Investasi PMA 
dan PMDN 

(Triliun) 
 

147% Program 
Pengembang
an Iklim 

Penanaman 
Modal 

Persentase 
peningkatan 
investasi di 

kabupaten/kota 

1336% Menunjang 

Jumlah nilai 
investasi 
berskala 

nasional 
(PMDN/PMA) 

147% Menunjang 

Kenaikan / 
penurunan Nilai 
Realisasi PMDN 
(Milyar rupiah) 

986,60% Menunjang 

Program 
Promosi 
Penanaman 
Modal 

Persentase 
peningkatan 
investasi di 
daerah setelah 
promosi 

100,00% Menunjang 

Jumlah investor 
baru yang 
masuk setelah 
promosi 

100,00% Menunjang 

Nilai realisasi 
investasi yang 

tercapai setelah 
kegiatan 
promosi 

90,00% Menunjang 

Program 
Pelayanan 

Persentase 
Jumlah 
Perizinan dan 

99,09% Menunjang 
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Penanaman 
Modal 

Non Perizinan 
Yang diterbitkan 

Persentase 

jumlah izin 
usaha yang 
diverifikasi 

99,62% Menunjang 

Program 

Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

Rasio daya serap 

tenaga kerja 

91,42% Menunjang 

Persentase 
penyelesaian 

permasalahan 
investasi yang 

ditangani 

99,00% Menunjang 

Persentase 
kepatuhan 

pelaku usaha 
terhadap 
regulasi 
investasi/penan

aman modal 

101% Menunjang 

Program  

Pengelolaan 
Data Dan 
Sistem 

Informasi 
Penanaman 
Modal 

Persentase Data 

dan Informasi 
Yang 
Dimutakhirkan 

100,00% Menunjang 

2. Terwujudnya 
Birokrasi Yang 
Bersih Serta 
Pelayanan 
Penanaman 
Modal Yang 
Prima 

Capaian 
SAKIP 
 
 

100% Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Capaian 
realisasi 
keuangan 
Perangkat 
Daerah                                                               

96,94% Menunjang 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

100% Persentase 
Barang Milik 
Daerah (BMD) 
yang berfungsi 
optimal (%) 

98,59% Menunjang 

 

berdasarkan tabel diatas, seluruh program menunjang 

tercapainya target sasaran kinerja yang pertama yaitu Terwujudnya 

Nilai Realisasi Penanaman Modal Sebagai Penggerak Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Daya Saing Wilayah dan Sasaran 

kedua Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Serta Pelayanan 

Penanaman Modal Yang Prima dengan deskripsi aspek penunjang 

sebagai berikut: 

Analisis tingkat capaian kinerja keluaran masing masing 

kegiatan pada setiap urusan penanaman modal dan urusan 

penunjang penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk 

kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025 yaitu sebagai 

berikut : 
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Sasaran 1: Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal 

Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan 

Peningkatan Daya Saing Wilayah. 

Deskripsi sasaran: 

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di 

Kabupaten Purwakarta, unsur yang paling utama mempengaruhi 

adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman 

modal di Kabupaten Purwakarta, ketersediaan infrastruktur, 

stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial) 

ketersediaan informasi yang jelas, akurat tentang peluang investasi 

di Kabupaten Purwakarta, kapasitas pelaku usaha dalam 

pelaksanaan perizinan berusaha melalui Sistem Informasi serta 

kapasitas pelaporan penanaman modal yang dapat menunjang 

kepatuhan pelaku usaha. 

Kabupaten Purwakarta selalu berupaya untuk meningkatkan 

investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan 

dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing 

investasi melalui inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan 

dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin 

kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di 

Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang 

telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan guna 

mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan nilai 

realisasi investasi yaitu; 

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

1) Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, bertujuan 

untuk menganalisis kebijakan apa saja yang dapat diberikan 

kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas / 

insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk 

menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta daripada 
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daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan 

pajak/retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman 

modal dan sebagainya. Pada Tahun 2025 telah diundangkan 

Peraturan Bupati terkait Penanaman Modal.  

Permasalahan : 

- Belum diundangkannya Peraturan Daerah Mengenai 

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal dikarenakan terkendala dengan anggaran. 

Solusi: 

- Telah dibuat Peraturan Bupati . 

 

2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, 

bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil 

investasi di Kabupaten Purwakarta yang akan ditransformasikan 

dalam bentuk informasi digital pada laman website 

(https://investasi.purwakartakab.go.id), serta dapat dijadikan 

bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di 

Kabupaten Purwakarta.  Pada tahun 2025 data peta potensi telah 

mengalami penambahan data peta untuk memudahkan investor 

mengakses informasi penanaman modal. 

Permasalahan : 

- Peta potensi digital belum dapat terakses maksimal oleh calon 

investor 

Solusi: 

- Telah dibuat proyek investasi atau Investment Project Ready To 

Offer untuk menjadi bahan promosi ke investor. 

 

b. Program Promosi Penanaman Modal 

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi 

Penanaman Modal adalah : 

1) Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  

Permasalahan : 

https://investasi.purwakartakab.go.id/
https://investasi.purwakartakab.go.id/
https://investasi.purwakartakab.go.id/
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- Penyusunan strategi promosi belum selaras dengan data 

investasi. 

Solusi: 

- Penyusunan dokumen market intelligent.  

 

2) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,  

Permasalahan : 

- Anggaran promosi investasi tidak terlaksana. 

Solusi: 

- Pada Tahun 2025 dilaksanakan promosi dengan mengikuti 

ajang West Java Investment Summit dan Investment Roadshow 

yang berkolaborasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat 

untuk mempromosikan IPRO (Investment Project Ready To 

Offer) dan dalam upaya peningkatan profil kawasan industri 

menjadi lebih berkembang telah dibuat profil investasi untuk 

dilakukan promosi melalui media promosi DPMPTSP Provinsi 

Jawa Barat. 

 

c. Program Pelayanan Penanaman Modal  

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program 

Pelayanan Penanaman Modal adalah: 

1) Penyediaan Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

Permasalahan : 

- Implementasi Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum 

maksimal. 

Solusi: 

a. Dilaksanakan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Bale 

Madukara dan Teras Madukara yang terdapat pada 5 

(lima) kecamatan merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk memberikan layanan penerbitan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission 
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Risk Based Approach (OSS RBA). Selain itu dilaksanakan 

pelayanan sampai tingkat desa yang diutamakan bagi 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tahun 2025 telah 

dilaksanakan Gebyar NIB di semua kecamatan yang 

terintegrasi dengan program Gempungan merupakan 

program pelayanan langsung ke masyarakat. Salah satu 

aspek penting NIB adalah dapat selaras dengan upaya 

untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran 

dengan cara meningkatkan legalitas usaha mikro, kecil, 

dan menengah agar usahanya dapat dipercaya oleh 

perbankan dan mitra bisnis.  

b. Mendorong pelaksanaan percepatan proses Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

c. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), 

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 

serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP 

Kabupaten Purwakarta.  Hasil survey kepuasan 

masyarakat memberikan indeks kepuasan sebesar 96,6 

dengan predikat sangat baik. 

 

2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman Modal. 

Permasalahan : 

- Implementasi OSS belum maksimal 

Solusi: 

- Dilaksanakan koordinasi terjadwal serta pembahasan 

perizinan berusaha oleh Tim Teknis. 

 



 

89 

 

 

 

3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Perizinan dan Non Perizinan. 

Permasalahan : 

- Pelaku usaha belum mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan proses perizinan berusaha melalui OSS 

RBA dan Pengaduan Masyarakat  

Solusi: 

- Dibuat tenan Klinik Penanaman Modal, Layanan Konsultasi 

dan Pengaduan Masyarakat di MPP Bale Madukara. kegiatan 

ini bertujuan untuk memastikan layanan perizinan berusaha 

dan non perizinan kepada masyarakat berjalan sesuai norma, 

standar, prosedur dan kriteria. Selain itu disediakan pula 

sarana pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non 

perizinan, baik secara online maupun offline, sebagai sarana 

evaluasi dan pengendalian terhadap kualitas layanan yang 

diberikan. 

 

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah: 

1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi 

Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya. 

Permasalahan : 

- Permasalahan izin pengambilan air tanah 

Solusi: 

- Forum Penyelesaian Masalah, kegiatan ini dilaksanakan 

untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi oleh pelaku usaha serta menyelesaikan 

permasalahan yang timbul akibat permasalahan 

penanaman modal. Berdasarkan hasil forum penyelesaian 

masalah terselesaikan masalah pada izin pengambilan air 

tanah. 
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2) Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha. 

Permasalahan : 

- Pelaku usaha belum mampu melaksanakan pelaporan 

kegiatan penanaman modal dan implementasi perizinan 

berusaha. 

Solusi: 

- Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan 

pelaporan kegiatan penanaman modal saat ini 

dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi 

yaitu OSS RBA, SIMBG, dan Gaspol, karenanya 

diperlukan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha 

untuk dapat menjalankan Sistim secara baik dan benar. 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah 

kewajiban yang harus dilaporkan oleh pelaku usaha 

kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

secara berkala. LKPM membantu pemerintah dalam 

memonitor perkembangan investasi, realisasi proyek, 

serta kendala yang dihadapi oleh investor di lapangan. 

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tata 

cara penyusunan LKPM menjadi sangat penting bagi 

pelaku usaha. Bimbingan Teknis ini meliputi pelatihan 

proses perizinan berusaha dan penyusunan LKPM yang 

bertujuan untuk memberikan panduan yang 

komprehensif kepada pelaku usaha, agar dapat 

mengoperasikan sistem perizinan dan menyusun 

laporan penanaman modal dengan benar, sesuai 

regulasi terbaru, serta menghindari kesalahan yang 

dapat berdampak pada kesalahan administrasi 

penanaman modal. Melalui pelatihan ini, pelaku usaha 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan 

kepatuhan dalam melaporkan kegiatan usahanya. 

Tahun 2025 telah dilaksanakan Bimtek  dengan total 

pelaku usaha yang mengikuti sebanyak 100. 



 

91 

 

 

 

3) Pengawasan Penanaman Modal 

Permasalahan : 

- Pelaku usaha tidak patuh terhadap peraturan 

perundangan 

Solusi: 

- Pembinaan dan pemantauan kegiatan penanaman 

modal sebanyak 25 perusahaan melalui Pengawasan 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini mempunyai tujuan 

untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman 

modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah 

Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan 

analisa data Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) melalui Sistim OSS RBA sehingga tersedia data 

investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan 

datang dalam rangka memberikan kemudahan dan 

fasilitasi bagi investor. Pengawasan ini mempunyai 

tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas realisasi 

penanaman modal dan implementasi perizinan 

berusaha, kesesuaian antara jenis perizinan berusaha 

yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di 

lapangan, serta peraturan perundangan dari perizinan 

berusaha yang dimiliki oleh suatu Perusahaan. 

Pengawasan mempunyai fungsi utama dalam mengawasi 

kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan 

penanaman modal, termasuk didalamnya kepatuhan 

terhadap pelaporan penanaman modal (LKPM). 

Pengawasan penanaman modal dilaksanakan dengan 

tiga jenis kegiatan: 

1. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan. 

2. Pelaksanaan inspeksi lapangan. 
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3. Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan 

berusaha. 

 

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal  

Permasalahan : 

- Data dan Informasi penanaman modal belum tersaji 

maksimal. 

Solusi: 

1) Penyusunan Pelaporan Realisasi Investasi dan 

Pelaksanaan Perizinan Berusaha, bertujuan untuk 

memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu 

terhadap pelayanan penanaman modal. 

2) Alih Media Arsip Perizinan, merupakan kegiatan konversi 

arsip perizinan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital, 

bertujuan untuk memberikan solusi terhadap 

keterbatasan ruangan arsip dan untuk mempermudah 

serta mempersingkat waktu proses pencarian arsip 

apabila diperlukan. 

3) Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan 

data dan informasi untuk mendukung terhadap penilaian 

akuntabilitas kinerja, penilaian penyelenggaraan PTSP, 

PPB, Evaluasi Pelayanan Publik dan Evaluasi 

Penyelenggaraan MPP. 
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Sasaran 2: Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Serta Pelayanan 

Penanaman Modal Yang Prima. 

 

1. Capaian SAKIP 

Permasalahan 

Pelaksanaan sistem SAKIP belum maksimal 

Solusi 

Penegakan akuntabilitas kinerja berbasis sistem (e-Kinerja). 

Capaian SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan Laporan Hasil 

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

OPD Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diperoleh nilai 

kumulatif sebesar 91,15 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). 

Terdapat penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,15 poin dari 

tahun 2023 dengan nilai 91,25 Adapun rincian perolehan nilai 

SAKIP Tahun 2024 berdasarkan masing masing komponen adalah 

sebagai berikut:  

Tabel Capaian SAKIP 

 

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem 

pengelolaan kinerja, sistem penganggaran dan evaluasi kinerja, 

dalam pelaksanaannya harus selaras dengan pelaksanaan sistem 

akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan 

mencatat dan melaporkan setiap pelaksanaan pengelolaan kinerja 

dan penggunaan keuangan negara yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.  Di tahun 2025 dengan upaya penegakan 

akuntabilitas yang telah dilaksanakan, diharapkan masih dapat 

dipertahankan. 
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2. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Permasalahan : 

Pelayanan publik tidak terukur. Pelayanan publik merupakan hak 

dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas 

telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya 

kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Terjaminnya kualitas 

pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang melekat (inherent 

responsibility) pada Pemerintah. Kualitas pelayanan (service quality) 

merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara 

umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu: Sistem, Kelembagaan, 

Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.  

Solusi  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok 

ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data 

indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian 

terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi 

pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanannya.   

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut 

pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau 

kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun 

tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei 

kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 
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Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta 

sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi 

penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten 

Purwakarta adalah memberikan layanan administrasi terhadap 

kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa 

pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan 

penanaman modal. Adapun pencapaian indikator kedua yaitu Indeks 

Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada 

tabel berikut ini: 

Gambar 2.2 

Tangkapan layar Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

 

Sumber: https://yanliksmart.purwakartakab.go.id 
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Gambar 2.2 

Tangkapan layar Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

Sumber: https://yanliksmart.purwakartakab.go.id 

 

Pada Tahun 2025, dari target nilai IKM predikat Sangat 

baik tercapai nilai IKM dengan predikat Sangat Baik atau tercapai 

100% dari target. Berdasarkan hasil analisis data terhadap 

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dapat disimpulkan 

bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan IV diperoleh 

indeks sebesar 96,66 poin yang dapat dikategorikan sebagai 

kategori Sangat Baik.  

 

3.2.  REALISASI ANGGARAN 

Dalam aspek keuangan telah dilakukan evaluasi atas 

capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran 

perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi 

data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek 
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keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi 

anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok 

organisasi serta tugas-tugas lainnya. Pengelolaan Anggaran yang 

efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan 

dalam pembangunan suatu negara. Hal ini karena anggaran 

memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan, kestabilan keuangan negara, dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pada dasarnya, efektivitas dalam pengelolaan anggaran 

berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang 

paling optimal. Tujuan utama penganggaran adalah untuk 

membiayai kegiatan pemerintah, termasuk penyediaan barang 

dan jasa publik, belanja pegawai dan pelayanan publik. 

Efektivitas pengelolaan anggaran dapat diukur dari sejauh mana 

tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, harus 

memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap 

sektor dan program memiliki dampak positif yang nyata dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efektivitas 

anggaran adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. 

Perencanaan adalah yang baik merupakan dasar bagi penentuan 

alokasi anggaran yang tepat dan prioritas pembangunan yang 

diinginkan. Dalam perencanaan anggaran, pemerintah harus 

mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik 

yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. 

Selain itu, efektivitas pengelolaan anggaran juga dapat 

ditingkatkan dengan melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat 

umum. Partisipasi publik yang baik dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dapat membantu 

memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

anggaran. Pengawasan dan evaluasi yang efektif juga harus 

dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa anggaran 
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digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mencapai hasil yang 

diharapkan. 

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai 

pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan 

keuangan telah dilaksanakan sesuai tata kelola penatausahaan, 

yaitu sesuai dengan prinsip bahwa: 

a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Kerja. 

b. Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan 

tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu 

tahun 2024. 

Untuk mencapai kinerja pada tahun 2025, terdapat 6 

(enam) program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran 

belanja sebesar Rp. 13.579.420.235,-  sebagaimana terlihat 

pada Tabel berikut ini :   

Tabel 3.10 

Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
 

No/Kode 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Pagu Anggaran  
Sisa Anggaran 

Capaian 
% 

Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

Sub Unit 

DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU 

13.579.420.235,00 12.420.378.218,00 1.159.042.017,00 91,46 

2.18.01 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

13.097.186.910,00 12.101.365.118,00 995.821.792,00 92,40 

2.18.01.2.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

43.487.400,00 41.407.000,00 2.080.400,00 95,22 

2.18.01.2.01.0001 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

16.863.400,00 15.303.000,00 1.560.400,00 90,75 

2.18.01.2.01.0006 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

7.411.000,00 6.891.000,00 520.000,00 92,98 

2.18.01.2.01.0007 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
19.213.000,00 19.213.000,00 0,00 100,00 

2.18.01.2.01.0012 

Koordinasi Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
Daerah yang Diampu 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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No/Kode 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Pagu Anggaran  
Sisa Anggaran 

Capaian 

% 
Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

2.18.01.2.02 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
8.085.784.459,00 7.390.882.513,00 694.901.946,00 91,41 

2.18.01.2.02.0001 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

8.040.526.959,00 7.347.429.513,00 693.097.446,00 91,38 

2.18.01.2.02.0003 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

27.083.000,00 25.280.000,00 1.803.000,00 93,34 

2.18.01.2.02.0005 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

9.105.000,00 9.105.000,00 0,00 100,00 

2.18.01.2.02.0007 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 

SKPD 

9.069.500,00 9.068.000,00 1.500,00 99,98 

2.18.01.2.03 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

19.980.000,00 18.670.000,00 1.310.000,00 93,44 

2.18.01.2.03.0005 

Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

19.980.000,00 18.670.000,00 1.310.000,00 93,44 

2.18.01.2.05 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

226.610.000,00 212.530.320,00 14.079.680,00 93,79 

2.18.01.2.05.0002 
Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapannya 

163.212.000,00 162.517.320,00 694.680,00 99,57 

2.18.01.2.05.0005 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

7.998.000,00 7.998.000,00 0,00 100,00 

2.18.01.2.05.0009 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

55.400.000,00 42.015.000,00 13.385.000,00 75,84 

2.18.01.2.06 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
462.672.000,00 412.504.430,00 50.167.570,00 89,16 

2.18.01.2.06.0001 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 

2.18.01.2.06.0002 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18.01.2.06.0003 
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00 

2.18.01.2.06.0004 
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 
218.931.000,00 194.827.632,00 24.103.368,00 88,99 

2.18.01.2.06.0005 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

55.273.000,00 38.968.000,00 16.305.000,00 70,50 

2.18.01.2.06.0006 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 

2.18.01.2.06.0008 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

4.968.000,00 0,00 4.968.000,00 0,00 
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No/Kode 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Pagu Anggaran  
Sisa Anggaran 

Capaian 

% 
Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

2.18.01.2.06.0009 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

75.000.000,00 70.308.798,00 4.691.202,00 93,75 

2.18.01.2.06.0010 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

25.000.000,00 24.900.000,00 100.000,00 99,60 

2.18.01.2.07 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

296.873.851,00 294.985.709,00 1.888.142,00 99,36 

2.18.01.2.07.0002 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 104.645.000,00 103.464.078,00 1.180.922,00 98,87 

2.18.01.2.07.0006 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
192.228.851,00 191.521.631,00 707.220,00 99,63 

2.18.01.2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

3.275.429.200,00 3.082.062.592,00 193.366.608,00 94,10 

2.18.01.2.08.0001 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

4.998.000,00 3.570.000,00 1.428.000,00 71,43 

2.18.01.2.08.0002 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

731.200.000,00 659.611.748,00 71.588.252,00 80,08 

2.18.01.2.08.0004 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

2.539.231.200,00 2.418.880.844,00 120.350.356,00 95,46 

2.18.01.2.09 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

686.350.000,00 648.322.554,00 38.027.446,00 94,46 

2.18.01.2.09.0001 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

44.000.000,00 43.173.772,00 826.228,00 98,12 

2.18.01.2.09.0002 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

81.000.000,00 52.598.782,00 28.401.218,00 64,94 

2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 

2.18.01.2.09.0006 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

136.000.000,00 128.660.000,00 7.340.000,00 94,60 

2.18.01.2.09.0009 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

350.350.000,00 349.110.000,00 1.240.000,00 99,65 

2.18.01.2.09.0011 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

50.000.000,00 49.780.000,00 220.000,00 99,56 
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No/Kode 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Pagu Anggaran  
Sisa Anggaran 

Capaian 

% 
Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

2.18.02 
PROGRAM 
PENGEMBANGAN IKLIM 

PENANAMAN MODAL 

58.054.925,00 52.496.700,00 5.558.225,00 90,43 

2.18.02.2.01 

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif 
Dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

14.702.000,00 11.124.200,00 3.577.800,00 75,66 

2.18.02.2.01.0001 

Penetapan Kebijakan 

Daerah Mengenai 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman 
Modal 

6.857.000,00 4.268.600,00 2.588.400,00 62,25 

2.18.02.2.01.0003 

Fasilitasi Kemitraan yang 
dilakukan oleh 

Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

7.845.000,00 6.855.600,00 989.400,00 87,38 

2.18.02.2.01.0004 

Rekomendasi kebijakan 
sektor usaha yang 
regulasinya diharmonisasi 
terkait Perizinan 
Berusaha Berbasis Resiko 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18.02.2.02 
Pembuatan Peta Potensi 
Investasi 
Kabupaten/Kota 

43.352.925,00 41.372.500,00 1.980.425,00 95,43 

2.18.02.2.02.0001 
Penyusunan Rencana 
Umum Penanaman Modal 
Daerah Kabupaten/Kota 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18.02.2.02.0004 
Penyusunan Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

43.352.925,00 41.372.500,00 1.980.425,00 95,43 

2.18.03 
PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

99.180.000,00 16.501.400,00 82.678.600,00 16,64 

2.18.03.2.01 

Penyelenggaraan 
Promosi Penanaman 
Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

99.180.000,00 16.501.400,00 82.678.600,00 16,64 

2.18.03.2.01.0002 

Pelaksanaan Kegiatan 
Promosi Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

84.900.000,00 5.221.800,00 79.678.200,00 6,15 

2.18.03.2.01.0003 

Penyusunan Strategi 
Promosi Penanaman 
Modal Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

14.280.000,00 11.279.600,00 3.000.400,00 78,99 

2.18.04 
PROGRAM PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 
103.486.900,00 46.792.300,00 56.694.600,00 45,22 

2.18.04.2.01 

Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Secara 

Terpadu Satu Pintu 
dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota 

103.486.900,00 46.792.300,00 56.694.600,00 45,22 

2.18.04.2.01.0005 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian 
Fasilitas/Insentif Daerah 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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No/Kode 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Pagu Anggaran  
Sisa Anggaran 

Capaian 

% 
Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

2.18.04.2.01.0006 

Penyediaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha 
melalui Sistem Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 

Terintegrasi secara 
Elektronik 

74.379.900,00 22.693.500,00 51.686.400,00 30,51 

2.18.04.2.01.0007 

Penyediaan dan 

pengelolaan Layanan 
konsultasi perizinan 
berusaha berbasis risiko 

15.012.500,00 12.654.100,00 2.358.400,00 84,29 

2.18.04.2.01.0008 

Pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan pelaporan di 
bidang perizinan 

berusaha berbasis risiko 

14.094.500,00 11.444.700,00 2.649.800,00 81,20 

2.18.05 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL 

108.027.500,00 93.871.700,00 14.155.800,00 86,90 

2.18.05.2.01 

Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 

Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

108.027.500,00 93.871.700,00 14.155.800,00 86,90 

2.18.05.2.01.0004 

Penyelesaian 
Permasalahan dan 
Hambatan yang dihadapi 
Pelaku Usaha dalam 
merealisasikan Kegiatan 
Usahanya 

27.075.000,00 27.075.000,00 0,00 100,00 

2.18.05.2.01.0005 
Bimbingan Teknis kepada 
Pelaku Usaha 

52.225.000,00 40.375.000,00 11.850.000,00 77,31 

2.18.05.2.01.0006 
Pengawasan Penanaman 
Modal 

28.727.500,00 26.421.700,00 2.305.800,00 91,97 

2.18.06 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DATA 

DAN SISTEM 
INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

113.484.000,00 109.351.000,00 4.133.000,00 96,36 

2.18.06.2.01 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan dan 
Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

113.484.000,00 109.351.000,00 4.133.000,00 96,36 

2.18.06.2.01.0002 

Pengolahan, Penyajian 
dan Pemanfaatan Data 

dan Informasi Perizinan 
Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik 

113.484.000,00 109.351.000,00 4.133.000,00 96,36 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian 

kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di 

lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2025 

sebesar 91,46%.  
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Penghargaan 

Pencapaian Tahun 2025 diikuti dengan penerimaan penghargaan atas 

kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta, penghargaan yang diterima 

diantaranya : 

1. Awarding West Java Investment Challenge 2025 pada kategori Best 

Investment Projector For Private Project In Supporting Green and Circular 

Economy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud 

pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu tahun 2025.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut di dalamnya 

memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan 

perencanaan, pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja kegiatan dan 

evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil 

evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting 

dilakukan, karena dalam tahapan pengelolaan kinerja tersebut adalah 

untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan telah konsisten dengan 

Perjanjian Kinerja yang  telah ditetapkan untuk tahun 2025. 

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka dapat disampaikan bahwa 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Purwakarta dalam melaksanakan Program kerja urusan penanaman 

modal dapat dinyatakan berhasil, karena capaian kinerja rata-rata 

terhadap target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan 

nilai Capaian Kinerja Organisasi melampaui 100%  

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan dengan capaian 

91,46%. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek 

pencapaian kinerja DPMPTSP termasuk dalam kategori Sangat Baik 

dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang Efektif 

dan Efisien. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Indikator target kinerja utama dan indikator kinerja kunci agar 

lebih berorientasi hasil; 

2. Perlu melakukan penyesuaian terhadap indikator target kinerja 

yang capaiannya telah melebihi target;  

BAB IV. 

PENUTUP 
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